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Artinya :

"Apabila seorang hakim akan memutusKan perkara, lalu ia melakukan
ijtihad, Kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala (pahala
ijtihad dan pahala Kebenarannya). Jika hakim akan memutuskan perkara,
dan ia berijtihad, Kemudian hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu

pahala (pahala ijtihadnya)’ (Riwayat Bukhari Muslim).
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ABSTRAK

Ulfiati, Nur Shofa, 2009, Nim 05210014, Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara No
0137/Pdt.G/2008/PA Bgl), Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah, Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Maliki Malang, Dosen Pembimbing, Drs. M. Nur Yasin, M.Ag,
NIP:150 274 435.

Kata kunci : Perceraian, Ijtihad,

Kehidupan berumah tangga tidak selalu dalam kondisi dan situasi yang damai tetapi
kadang terjadi salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya
baik sebagai seorang suami atau istri, tidak adanya saling percaya antara kedua belah pihak.

Ijtihad adalah jalan alternatif bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara jika
perkara tersebut tidak dapat diputuskan melalui ketentuan UU yang berlaku, islam sangat
menganjurkan untuk melakukan ijtihad, karena dengan demikian dalam suatu hal tertentu para
hakim dapat mengatasi problematika yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini:Bagaimana metode penetapan hukum yang dipakai
hakim dalam memutuskan perkara No 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl, dan Bagaimana model ijtihad
yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara No 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian field research yaitu penelitian menggenai
Putusan PA Bangil tentang Ijtthad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, yaitu terdiri
dari jenis penelitian menggunakan empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat
menggambarkan/mengguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan/ungkapan dan
tingkah laku

Dari hasil penelitian penulis selama mengadakan penelitian di PA Bangil, penulis
menemukan hasil bahwa jika seorang hakim PA Bangil tidak dapat memutuskan perkara dengan
UU yang berlaku, maka seorang hakim menggunakan maslahah mursalah. Akan tetapi dalam
perkara perceraian, ijtihad jarang digunakan, karna hampir seluruh perkara perceraian yang ada
di PA Bangil bisa diputuskan dengan UU yang berlaku dilingkungan, bahkan pada perkara waris
ijtihad sering digunakan. Kalau dilihat dari penyebab perceraian itu sendiri salah satunya dalam
hal ekonomi dan perselisihan yang berkepanjangan.

Sedangkan model ijtihad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara menggunakan
ijtihad kolektif (Jama’i), karena ijtihad kolektif secara tidak langsung menerapkan prinsip syura
dan lebih memiliki unsur kecermatan, akurasi dari pada ijtihad individu. Lain halnya dalam
perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl hakim pengadilan Agama Bangil tidak memutuskan
perkara dengan maslahah mursalah dan model ijtihad jama’l (kolektif) akan tetapi hakim
menggunakan pola pemikiran logic of justification yakni hanya mengesahkan teks-teks/Undang-
Undang yang sudah ada.
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ABSTRACT

Ulfiati, Nur Shofa, 2009, 05210014, Ijtihad of Judge in Making Divorce Decision (Study of
Bangil Religion Court Decision in the Case number 0137/ Pdt.G/2008/ PA
Bgl), Thesis, Islamic Law Department, State Islamic University Maulana
Malik Ibrahim Malang.

Adyvisor Drs. Nur Yasin, M.Ag, NIP: 196910241995031003

Keyword Ijtihad, Divorce

Family life is not always in good condition and situation but sometimes some
misunderstanding happened between the couple of husband and wife. It can be happened when
one of the couple has left the responsibility as husband or wife or when they can not believe each
other anymore, it will cause divorce happened between them.

[jitihad is an alternative way for lawyers in deciding certain case if it can not be decided by
the applied laws (UU). Islam orders the people to do ijtihad because in certain case, it can helps
the lawyer to solve the problems happened according to the development of era.

There are two problems of study in this research, they are: How is the method of law
decision taken by the judge in deciding the number case 0137/ Pdt.G/2008/ PA Bgl, and how are
the forms of ijtihad used by judge in deciding the case number 0137/ Pdt.G/2008/ PA Bgl.

This research uses field research method, it is about the Bangil Religious Court about
ijtihad of judge in making divorce decision that included the empirical research. The approach
used in this research is qualitative approach which provides the descriptive result, it describes
and explores something according to the source directly without any changes.

From the research, the researcher finds that if a judge of Bangil Religion Court can not
make decision by using the applied law, the judge use istihsan way. But in divorce case, because
almost all of divorce cases can be solved by law applied in the Religious Court, ijtihad is seldom
to be used, even in the hereditary law. If it is observed, one cause of divorce is economical
problem which comes with some disagreement and quarrel in the family.

The form of ijtihad used by the judge in making decision is collective ijtihad (al ijtihad al
jama’i), it is the kind of ijtihad which does not directly applies deliberation principal (syura) and
has more carefulness and accuracy than individual ijtihad (al ijtihad al fardi). In the case No.
0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl, the lawyers of religious court of Bangil did not decide the case by
maslahah mursalah and ijtihad jama’i (collective ijtihad) but they use the logic of justification, it
is by legalizing the texts or laws that are commonly used.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan dan perceraian ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Pernikahan dan
perceraian adalah hukum alam yang tidak bisa ditolak atau diubah dan akan terus berlangsung
sampai batas-batas kehidupan ini tidak lagi menampakkan sesuatu yang hidup.

Di tengah pernikahan sering ada konflik akibat perbedaan substansial antara suami dan
istri. Adakalanya konflik berakhir dengan damai dan adakalannya berakhir dengan perceraian.
Meskipun pernikahan pada dasarnya diikat rasa cinta dan kasih sayang, konflik yang terus-
menerus akan mengarah pada perceraian.'

Kasus perceraian pernah terjadi di Pengadilan Agama Bangil. Hakim PA Bangil membuat
putusan cerai terhadap suami istri yang melakukan pernikahan Lotre. Pernikahan lotre terjadi
karena seorang wanita melakukan hubungan sek di luar nikah dengan 10 (empat) lelaki bukan

muhrimnya dengan jalan suka sama suka. Ketika terjadi kehamilan, muncul pertanyaan siapa

! Muhammad Muhyiddin, Perceraian Yang Indah, (Jogjakarta : Ar-Ruzz, 2005), 6



bapak yang sebenarnya dari anak yang dikandung wanita tersebut. Dari situ terjadilah lotre
(undian) untuk memilih satu orang dari 10 orang tersebut sebagai ayah bayi.

Perceraian adalah hal yang sangat dibenci Allah dan akan mendatangkan murka-Nya bila
penyebab terjadinya perceraian itu sendiri merupakan hal-hal yang memang dibenci Allah,
sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud sebagai berikut :

R e SR sl 2L Al S L La ) ok, U8 Ll sl oy Sk (ol 0

“Dari Ibnu Umar R.A berkata rosulullah SAW bersabda: perbuatan yang halal, tetapi
dibenci oleh Allah SWT ialah thalag” (HR. Abu Daud dan dinyatakan shohih oleh al-Hakim).?

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam perbuatan yang halal ada beberapa yang
dimurkai Allah dan sesungguhnya yang paling dimurkai adalah thalaq. Kata “dibenci” itu adalah
kata “majaz” yang maksudnya tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah
dalam perbuatan itu. Hadist mengindikasikan bahwa sesungguhnya sangat baik sekali
menghindari peristiwa talaq selama masih ada jalan keluarnya.’

Pengadilan Agama Bangil merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
golongan umat Islam pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu pula. Oleh karena
itu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan
menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu tersebut.’
Dalam membuat putusan cerai nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl, hakim telah melakukan proses
dan jjtihad dengan sungguh-sungguh.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, penulis bermaksud untuk mengangkat

permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul “Ijtihad Hakim dalam Memutuskan

2 Al-Tmam Al-Hafid al-Mushonnif al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as, Sunan Abu Dawud,
3 Muhammad Abu Bakar , Terjemahan Subulus Salam (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995), 609
4 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 5



Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara nomor
0137/Pdt.G/2008/PA Bgl)”.

B. Batasan Masalah

Agar tidak menjadi bahasan yang melebar, dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Ijtihad
Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama
Bangil Perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl). Tempat penelitian ini difokuskan hanya pada
Pengadilan Agama (PA) Bangil.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana metode penetapan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara

nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl?
2. Bagaimana model ijtthad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor

0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan :

1. Untuk mengetahui metode penetapan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan

perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl

2. Untuk mengungkap model ijtihad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor

0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl?

E. Manfaat Penelitian
Ada beberapa manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis



Sebagai bahan ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya khazanah pengetahuan

dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum Islam, khususnya yang terkait dengan masalah Ijtihad

Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Perceraian.

2. Manfaat Praktis

1.

Untuk menambah wawasan tentang Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara

Perceraian

Sebagai bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap perkara

perceraian.

Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang
terkait dengan Ijtithad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang

Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl)

Sebagai bahan acuan guna mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik antara

suami dan istri.

Definisi Operasional

Sebenarnya untuk mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu

dijelasakan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan inti penelitian.

1.

2.

3.

Logic of Discovery adalah logika penemuan-penemuan baru.’
Logic of Justification adalah logika mengesahkan teks yang sudah ada.’

Logic of Repetetion adalah logika menggulang teks-teks yang sudah ada’

> M.Amin Abdullah, “Kajian Ilmu Kalam Di IAIN Sunan Kalijaga”, Al-Jami’ah Journal Of Islamic Studies, No
65/V1/2000, 86

6 A.Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Figh”, Al-Jami’ah Journal Of Islamic Studies, No 65/V1/1999, 21

! A.Minhaji, Reorientasi Kajian..., 21



4. Peradilan adalah institusi yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat
mengikat ®

5. Peradilan Agama adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama
Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu menurut ajaran agama Islam.’

6. Pengadilan adalah satuan organisasi yang menyelengarakan penegakan hukum dan
keadilan tersebut.'

7. Hakim / Qadhi adalah Orang yang diangkat kepala Negara untuk menjadi hakim dalam
menyelesaikan gugat menggugat, karena penguasa sendiri tidak bisa meyelesaikan tugas
peradilan."!

8. Metode Penetapan Hukum adalah cara beristinbath untuk mencari hukum yang pasti.12

9. Ijtihad menurut Al-Amidi adalah :

) Cra uing Bing L A AEATI (ha gy GBY il (B sl 1R
4 L 3al) e Jaad)

“Pengerahan segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum

syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu”"

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan atas penelitian, definisi, dan sistematika pembahasan.

8 Abdurrahman Humam, Peradilan Islam (Ciputat : WADI Press, 2004), 6

o Rasyid, Hukum Acara...,5-6;Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung :
Rosdakarya, 1997),39-44.

107aih Mubarok, Pengadilan Agama Di Indonesia (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 2

11Basiq, Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (Kencana, 2006), 5

12 Amir, Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), 224

" Syarifuddin, Ushul Figh..., 226



Bab II:

Bab III:

Bab1V:

Bab V:

Bab ini berkisar pada kajian umum sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya
yang lebih khusus. Bab ini memuat uraian tentang Perkawinan, Perceraian dalam Islam,
Metode Penetapan Hukum, Putusan, dan Peran Hakim Dalam Memutuskan perkara
Bab III berisi metode penelitian yang berguna untuk mengetahui dan mempermudah
bagi peneliti mengenai data yang digunakan dalam penelitian.

Bab ini menguraikan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi penelitian
yang merupakan tempat permasalahan, serta analisis data menjawab masalah yang
terdapat dalam rumusan masalah meliputi bagaimana metode apa yang di pakai, dan
model ijtihad hakim dalam memutuskan perkara.

Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi
uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan
saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini

dimasa yang akan datang.



BAB II
KAJIAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas perbedaan antara penelitian ini dan penelitian
terdahulu berkaitan dengan tema putusan hakim di Pengadilan Agama, perlu kiranya hasil

penelitian terdahulu dikaji dan ditelaah secara seksama.
1. Akmalul Basith (02210079) menulis skripsi berjudul ‘Penggunaan Qiyas Dalam
Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Malang”. Menurut Basith, giyas merupakan
salah satu konsep dan metode yang digunakan para hakim dalam membuat putusan

hukum jika suatu perkara tidak bisa diputuskan dengan undang-undang yang berlaku.



Kedudukan giyas dalam putusan hakim di pengadilan agama sebagai dalil penguat atau
pelengkap, karena metode giyas hanyalah salah satu kaidah hukum Islam."*

Adi Candra (00210040) menulis skripsi berjudul “Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan
Keputusan Hukum” (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Malang). Menurut Candra,
seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama adalah perkara yang berkaitan dengan
Islam. Hakim harus memahami setiap perkara yang masuk ke PA, terutama perkara yang
masuk itu tidak bisa diputuskan dengan undang-undang yang berlaku di lingkungan
Pengadilan Agama. Dalam hal ini, yang harus dilakukan hakim adalah melakukan apa
yang sudah dianjurkan Islam yaitu melakukan ijtihad."

Untuk lebih jelasnya lagi peneliti juga membandingkan penelitian ini dengan segi lapangan

di lingkungan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

3. Lutfi Saiful Nizal (01210092) menulis skripsi berjudul Efektifitas Penerapan Hukum

Acara Dalam Penempatan Saksi Keluarga dan Hakam Di Pengadilan Agama Bangil
(Studi Perkara No. 548/Pdt. G/2005/PA.Bgl). Menurut Lutfi, berdasarkan Undang-
Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 76 di jelaskan bahwa saksi keluarga dan hakam
mempunyai peranan penting dalam proses pemutusan perkara perceraian dikarenakan
beberapa hal diantaranya yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan yang

paling didahulukan dari pada orang lain. Di dalam pengangkatan saksi keluarga dan

4 Akmalul Basith, (02210079), Penggunaan Qiyas Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Malang,
Mahasiswa jurusan Syari’ah tahun 2004
15 Adi Candra, (00210040), Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Keputusan Hukum, Mahasiswa jurusan syari’ah tahun

2004



hakam terdapat hal-hal-hal yang seharusnya perlu untuk dilakukan, akan tetapi hal

tersebut sebatas formalitas.'®

4. Siti Aisyah Rosyad (01210034) menulis skripsi berjudul Pertimbangan Hakim
Tentang Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan). Menurut
Siti Aisyah, bahwa Testimonium De Auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
saksi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama karena belum memenuhi unsur-
unsur dan syarat-syarat materil pembuktian. Hakim Pengadilan Pasuruan tetap menerima
Testimonium De Auditu sebagai alat bukti secara hukum islam yang didasarkan hadist
Rasulullah saw, bahwa saksi harus mengetahui sendiri seperti mengetahui terangnya

o1l
matahari.!”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara
khusus membahas Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Bangil.

B. Kajian Teori
1. Pernikahan
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan
jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan®,

berasal dari kata nikah yang artinya menggumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk

' Lutfi Saiful Nizal, (01210092), Efektifitas Penerapan Hukum Acara Dalam Penempatan Saksi Keluarga dan
Hakam Di Pengadilan Agama Bangil (Studi Perkara No. 548/Pdt. G/2005/PA.Bgl), Mahasiswa jurusan syari’ah
tahun

' Siti Aisyah Rosyad (01210034), Pertimbangan Hakim Tentang Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan), Mahasiswa jurusan
syari’ah tahun
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arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (Coitus),
juga untuk akad nikah.
Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti

majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah berikut ini :

. - . . 18
“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka“.

Dipihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti
yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-
laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka hukum asal
dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur’an

untuk melaksanakan perkawinan, dalam firman-Nya surat an-Nur ayat 32 o1

A5G 7 8
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah

Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*.”

2. Perceraian

a Definisi Perceraian

8 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 12
19 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Bogor : Kencana, 2003), 78
2 (S. An-Nur : 32
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Secara harfiyah thalaq itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata thalag dalam arti
kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau

masing-masing sudah bebas. Al-Mahally dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan

o saiy (33 il 1K) 48 U

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya“.*!

Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan :
ClSi'd\ da S
“Melepaskan ikatan perkawinan‘**

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam.
Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan
kebahagian, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga
yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
(selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang mempunyai arti pisah, pancar, memutuskan
hubungan tidak sebagai suami istri lagi, tidak jauh berbeda dengan makna perceraian yang
terdapat dalam kamus hukum yaitu bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah,
putus hubungan sebagai suami istri, talak. Menurut hukum islam kerap kali kita dengar dengan
istilah Thalaq yang berasal dari kata “Ithlag“ artinya melepaskan ikatan perkawinan atau

bubarnya hubungan perkawinan.

2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh..., 125-126
22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2007), 198-199.
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Cerai atau talag diambil dari kata Ithlag yang menurut bahasa ialah melepaskan atau
meninggalkan. Dalam istilah syara’ talak adalah :
R0 DAY B 10 A U
“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Al-Jaziri dalam kitabnya al-Figh ala Madzahibil Arba’ah memberi definisi thalaq sebagai
berikut :

(a saaia Jadly als Uad gl ~ 1K) A7) ;3 SUal

“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan
mempergunakan kata-kata tertentu”>.
Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak merupakan sesuatu
yang disyar’iatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur’an dan al-Hadits serta ijma’.
Dengan demikian, talak dalam islam adalah cara terakhir yang ditempuh oleh suami istri
dengan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan
sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.
b Macam-Macam Perceraian
Thalag dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat
kepada keadaan istri waktu thalaq itu diucapkan oleh suami, thalag ada 2 (dua) macam, yaitu :
1) Thalag Sunni, yaitu thalaq yang pelaksanaanya telah sesuai dengan petunjuk agama
dalam Al-Qur’an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama’
adalah thalaq yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan istri tidak sedang haid atau

dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri suaminya. Di antara

ketentuan menjatuhkan thalaq itu adalah istri memasuki masa iddah. Dalam firman Allah

3 Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN Jakarta , Ilmu Figh (Jakarta : Direktorat
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), 226-227
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“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan
mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.**

Masa iddah adalah masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara thalaq yang
termasuk dalam rhalaq sunni diluar yang disepakati ulama’ di antarannya adalah thalag dalam
masa iddah, namun diikuti lagi dengan thalaq berikutnya. Thalag dalam bentuk ini tidak
disepakati ulama’. Imam Malik berpendapat bahwa thalag semacam itu tidak termasuk thalaq
sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah thalaq sunni. Hal ini juga
berlaku dikalangan ulama’ Zhahiriyah.”

2) Thalag Bid’iy, yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk
thalaq yang disepakati ulama’ termasuk dalam kategoti thalaq bid’iy itu ialah thalaq yang
dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah
digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk ini disebut bid’iy karena menyalahi ketentuan
yang berlaku, yaitu menjatuhkan thalaq pada waktu istri dapat langsung memulai
iddahnya. Hukum thalaq bid’iy adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada

istri, karena memperpanjang masa iddahnya, yang menjadi dalil thalaq bid’iy adalah

sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih® :

e &) Lo bl Jou) sgo (A Daila a7 4505 Gl & Lagle & (o) e o U
“algaal oyl s Wl oe dluy adle Al L i Jgny el o) Tree JGd L

23aleh al-Fauzan, Fikih Sehari-hari (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), Cet I, 704

% Ibnu Rusyd, Badayat Al-Mujtahid, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, 48; Ibnu Hazmin, al-muhalla,
Mthba’ah aljumhuriyah al-Arabiyah, 1970, 395-396.

26 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam....., 218-219.
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“Bahwa Ibnu Umar menthalaq istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW, maka Umar
(ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi bersabda : suruh dia (Ibnu
Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid
dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh
mentalaq istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan
mentalaq istrinya”™’

Adapun bentuk thalaq yang dikategorikan sebagai thalag bid’iy diluar yang disebutkan
diatas tidak disepakati oleh ulama’. Ulama’ Hanafiyah membagi thalaq itu dari segi keadaan istri
yang di thalaq kepada 3 (tiga) macam :

a) Thalaq Ahsan, yaitu thalaq yang disepakati ulama’ sebagai thalak sunni sebagaimana
disebutkan diatas, yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam
keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci itu.

b) Thalak hasan atau disebut juga thalag sunni, yaitu bentuk-bentuk thalaq yang
diperselisihkan ulama’ sebagai thalaq sunni seperti disebutkan diatas, seperti thalaq
dalam waktu istri sedang hamil.

c) Thalaq bid’iy, yaitu thalaq yang disepakati ulama’ sebagai thalaq bid’1y, yakni thalaq
dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa itu.”®

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya,
thalaq itu ada 2 (dua) macam, yaitu :

1) Thalaq raj’iy, yaitu thalaq yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa
melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Thalaq raj’1y itu adalah

thalaq satu atau thalaq tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Boleh ruju’ dalam thalaq

satu atau dua, dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 229 :

?7 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Mutiara Hadits (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003), jilid 5, 111.
% Al-Marghinaniy, al-Hidayah Syarh Bidayat al-Muhtadiy, (Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2000),Vol 1, 237
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“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik* *
Lafadz <85 2« <lus) mengandung arti ruju’ pada waktu masih berada dalam masa

iddah. Status hukum perempuan dalam masa thalaq raj’iy itu sama dengan istri dalam
masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam hal, menurut sebagaimana
ulama’, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk
kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali
kepada mentan istrinya dalam bentuk thalag ini cukup mengucapkan rujuk kepada
mantan istrinya. Dengan demikian cerai thalaq raj’iy itu tidak dapat dikatakan putus
perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan Hukum Barat inilah disebut “pisah
meja atau ranjang”.30

2) Thalaq bain yaitu thalag yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami
kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, thalaq bain inilah yang tepat disebut
putusnya perkawinan.
Thalaq bain terbagi menjadi dua macam :
a) Bain sughra, ialah thalaq yang suami tidak boleh ruju’ kepada mantan istrinya, tetapi

1a dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil, yang termasuk bain

shughra adalah sebagai berikut :

2 Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-wajiz Panduan Fikih Lengkap (Bogor : Pustaka Katsir,2007), Cet I, 538
30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam.....,221
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Pertama, thalaq yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Thalaq dalam
bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak
ada kesempatan untuk ruju’. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Ahzab (33)

ayat 49 :
PR IS O e e*  sscdc 4 R N At A AT e gE L
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan
yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya
Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu

dengan cara yang sebaik- baiknya”.31

Kedua, thalaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut
khulug. Dalam hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-

Bagarah (2) ayat 229 :

8T g7 . 88 & . “7 w7 8 g8

- 2 7 A gﬂ, w @ //C/ TS q /5
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“jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka
janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Ketiga, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.
b) Bain kubra, yaitu thalaq yang tidak memungkinkan suami ruju’ kepada mantan

istrimya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan

31 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam..., 164
32 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam...,165
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laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang
termasuk thalak bain kubro adalah sebagai berikut :
Pertama, istri yang telah dithalaq tiga kali, atau thalaq tiga.3 3 Sebagaimana dalam

firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230

Pt s oo T E . 8ot O R A AN 7
- . J4 < . .00‘“ - - N -
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“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan

itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika

suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas

3 . R o & 51
suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali”.

Kedua, istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li’an.

Thalaq ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam, yaitu :

1) Thalaq tanjiz, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan
langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau
kinayah.

2) Thalag thalig, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang
pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik
menggunakan lafadz sharih atau kinayah.

Thalaq dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan thalaq itu dibagi menjadi dua

macam, yaitu :

1) Thalag mubasyir, yaitu thalaq yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang

menjatuhkan thalaq, tanpa melalui perantara atau wakil.

$Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy Al-Shan’aniy, Subul al Salam (Mathba’ah al-Babiy al-Halabiy, 1985), III, 174-
175.
** QS. Al-Bagarah : 230
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2) Thalaq tawkil, yaitu thalag yang penggucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami
tetapi dilkakukan oleh orang lain atas nama suami.”
¢ Sebab-Sebab Perceraian
1) Putusnya perkawinan sebab shiqaq
Shigaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduannya
terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Karena kedua belah pihak tidak dapat mengatasi
persoalan dengan baik, maka keduannya tidak lagi dipertemukan.’® Allah menyebutkan dalam

surat an-Nisa’ ayat 35 :

-
o -
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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam

dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal“.””
2) Putusnya perkawinan sebab pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat

larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian

semenda atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak

terpenuhinya hukum dan syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses

pengadilan.

3) Putusnya perkawinan sebab fasakh

**Muhammad bin Ismail, Subul al Salam..., 175

3 Ibnu Qudamah al-Mughniy (Cairo, Mathba’ah al-Qahirah, 1969), VII, 184; Hasan bin Ali Al-Thusiy, al-Mabsuth
fi Figih al-Imamiyah (Teheran, Mathba’ah al-Murtadhawiyah, 1388 H), 250

7 QS. An-Nisa’ : 35
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Fasakh adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan yang
mungkin disebabkan karena tidak terpenuhinya hak salah satu pasangan setelah terjadinya akad
nikah, seperti suami yang tidak memberi nafkah pada istri atau menelantarkannya, atau karena
adanya suatu penyakit atau cacat yang ditutup-tutupi sebelumnya namun terungkap setelah akad
sehingga pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat perkawinan.

4) Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab VIII pasal 38 disebutkan adanya tiga cara

putusnya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.
Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia bisaa bersifat fisik (yakni kematian yang diketahui
jenazahnya sehingga kematian itu benar-benar terbukti secara biologis) atau bersifat yuridis.
d Hukum-Hukum Perceraian
1) Wajib

Apabila terjadi perselisithan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh
kecuali perceraian, maka harus mendatangkan dua hakam yang akan mengurus perkara
keduannya. Jika kedua hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka,
maka saat itulah talak itu menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga yang tidak
mendatangkan apa-apa kecuali keburukan, perselisihan, pertengkaran, dan bahkan
menjerumuskan keduanya kedalam kemaksiatan, maka saat itu talak wajib baginnya.

2) Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang
telah diwajibkan kepadnnya seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga
sudah tidak sanggup lagi memaksannya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan

kesucian dirinnya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai
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kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak
hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu diperbolehkan bagi

suaminya untuk mempersempit ruang dan geraknya. Sebagaiman yang difirmankan Allah SWT.

Ao
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak diperbolehkan kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa

dan janganlah kalian menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa
yang telah kalian berikan kepadannya kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang
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3) Makruh
Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama’ ada
yang mengatakan mengenai thalak yang makruh ini terdapat dua pendapat.

Pertama, bahwa thalak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat
bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Thalak ini haram sama
seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Hal itu didasarkan
pada sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

(e ol 5)) W pwa ¥ ) na ¥
“Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan
dengan kemudharatan lagi”.

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan, hal itu didasarkan pada sabda
Rasulullah saw ini.

(3921 olg ) 3Ol e JSAY) (i

“Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”

¥ (QS. An-Nisa’ : 19
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Dan dalam lafadz yang lain disebutkan,

(293159 o) 5) (3 Wl (e 4 a1l UAT G

“Allah tidak membolehkan sesuatu yang lebih dia benci selain thalak” (HR. Abu Dawud

dengan ma’alul).”
4) Mubah

Thalaq berhukum mubah jika suami istri tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya,
senada denagan pendapat Syaikh Hasan Ayyub thalag dihukumi mubah, jika thalaq yang
dilakukan karena adanya kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya
pergaulannya yang hanya bisa mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan
pernikahan.

Dalam thalaq ini, suami istri diantara salah satunya tidak bisa menjaga harga diri dan
mengancam nilai-nilai kehormatan mahligai kesucian pernikahan, maka diperkenankan untuk
menthalag.

5) Haram

Yaitu talaq yang dilakukan ketika istri sedang haid, para ulama’ di Mesir telah sepakat
untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid’ah. Disebut bid’ah karena
suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah Ta’ala
dan Rasul-Nya. Dimana Allah telah berfirman,
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39 Syaikh Hasan Ayyub, “Fikh al-Usrah al-Muslimah” diterjemahkan M.Abdur Ghoffar, Fikh Keluarga (Jakarta :
Pustaka al-Kautsar, 2001), 208-210.
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“Hai Nabi apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan
mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar”. (Thalaq : 1)

Sedangkan Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam sendiri telah bersabda :

“Jika 1a menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah
iddah diperintahkan Allah ketika wanita itu diceraikan ”. (Muttafaqun Alaih)*

e Dampak Perceraian
1) Dampak perceraian terhadap pasangan suami istri

Masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami istri setelah perceraian adalah
masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan
lingkungan sosial (social relationship). Menurut goode, proses penyesuaian kembali
(readjustment) terkait dengan perubahan peran kedua pasangan, dimana setelah bercerai
seseorang meninggalkan peran sebagai suami istri dan memperoleh peran baru sebagai seseorang
yang mempunyai hak dan kewajiban individu.

Menurut Mel Krantzler, perceraiaan bagi kebanyakan orang adalah masalah transisi yang
dipenuhi kesedihan. Masa transisi ini dirasakan sebagai masa-masa sulit bila dikaitkan dengan
asumsi masyarakat bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak patut. Pada gilirannya,
dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya beban yang harus
dihadapi karena perceraian.41

Dengan demikian, ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri perkawinanya dengan
perceraian, tidak harus perceraian tersebut diartikan sebagai suatu kegagalan yang membawa
kesedihan bagi seseorang melainkan sebagai peluang untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman serta kreatifitas baru guna mengisi kehidupan menjadi lebih baik dan lebih

0 Syadzili Mustofa, Hukum Islam Indonesia (Solo : Ramadhani, 1991), 82.
*I'T.0 Thromi (ed) et, al, Bunga Rampai Sosiologi keluarga (Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156-157.
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menyenangkan dibandingkan masa-masa sebelumnya sehingga dengan kejadian tersebut dapat
menjadikan menjadi lebih baik.

2) Dampak perceraian terhadap anak
Dampak perceraian dirasakan oleh anak dalam beberapa hal. Lesley, misalnya, mengemukakan
bahwa anak-anak yang orang tuannya bercerai seringkali hidup menderita khususnya dalam
masalah ekonomi keuangan.

3. Metode Penetapan Hukum Islam
a Ijma’

Lafad ijma’ menurut bahasa arab berarti tekad, seperti dalam firman Allah swt :
P Sl o B T

“Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk
» 42

membinasakanku”.

Kesepakatan para mujtahid disebut ijma’, karena kesepakatan mereka atas suatu hukum
adalah kebulatan tekad mereka atas hal itu.

Ijma’ menurut ulama’ ilmu ushul figh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada
suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, atau hukum syara’ mengenai suatu kejadian. [jma’
dianggap sah menurut syara’ bila mencakup empat unsur :

1) Ada beberapa mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa. Karena kesepakatan tidak
mungkin dicapai kecuali dari beberapa pendapat yang saling memiliki kesesuaian.
2) Kesepakatan atas hukum syara’ mengenai suatu peristiwa pada saat terjadi oleh

seluruh mujtahid muslim tanpa melihat asal negara, kebangsaan atau kelompoknya.

3) Kesepakatan diawali dengan penggungkapan pendapat masing-masing mujtahid.

“2.0S. Yunus : 71
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4) Kesepakatan itu benar-benar dari seluruh mujtahid dunia Islam.*
Ijma’ ditinjau dari cara penetapannya ada dua :

1) Ijma’ Sharih yaitu para mujtahid pada satu masa itu sepakat atas hukum terhadap suatu
kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing yang diperkuat dengan
fatwa atau keputusan.

2) Ijma’ Sukuti yaitu sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya
secara jelas terhadap suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian
yang lain diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap
pendapat yang telah dikemukakan.

Ijma’ sharih adalah ijma’ yang sesungguhnya, dalam pandangan jumhur ulama’suatu hujjah
hukum syara’. Sedangkan ijma’ sukuti adalah ijma’ yang seakan-akan, karena diam tidak berarti
sepakat sehingga tidak dikatakan pasti adanya kesepakatan dan tidak pasti terjadinya ijma’ M

b Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam
Al Qur’an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya
berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang
tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan

illat hukum.®

Dengan demikian giyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa

karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Umpamanya hukum

“3 Dr. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 45-46

* Khalaf, Ilmu Ushul Fikih... , 45-64
* Mohammad Abu Zahrah, Ushul figih (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), 336
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meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al Qur’an yaitu hukumnya haram.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ma’idah ayat 90 :
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.46

Haramnya meminum khamr berdasar illat hukumnya adalah memabukan. Maka setiap
minuman yang terdapat di dalamnya illat sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman
tersebut adalah haram. Qiyas merupakan aktivitas akal, maka beberapa ulama berselisih faham

dengan ulama jumhur. Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok:

1) Kelompok jumhur, mereka menggunakan giyas sebagai dasar hukum pada hal-hal
yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur’an, hadits, pendapat shahabat maupun
ijma ulama.

2) Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan
giyas. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adalanya illat nash dan tidak berusaha
mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna
menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka

menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.

% (0S. Al-Ma’idah : 90
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3) Kelompok yang lebih memperluas pemakaian giyas, yang berusaha berbagai hal
karena persamaan illat. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini

menerapkan giyas sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur’an dan hadits.*’

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa giyas merupakan hujjah syar’i dan termasuk
sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Di antara ayat Al Qur’an yang

dijadikan dalil dasar hukum giyas adalah firman Allah:

Y\Jju uwj.q\t;,ubm.uu

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung
mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar
dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari
(siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka
sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan
rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka
ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan‘. “®

Dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk ‘mengambil
pelajaran’, kata i’tibar di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang
lainnya. Demikian pula arti giyas yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka

menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua

kata tadi ‘i’tibar dan giyas memiliki pengertian melewati dan melampaui.

Qiyas memiliki rukun yang terdiri atas empat hal:

*7 Zahrah, Ushul Figih..., 339
* QS. Al-Hasyr : 2
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1) Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya. Disebut dengan al-magqis
alaihi.

2) Fara’ (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula al-
magfs.

3) Hukm al-asal, yaitu hukum syar’i yang terdapat dalam dalam nash dalam hukum
asalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk fara’.

4) Illat, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar giyas yang dibangun

4
atasnya.”

¢ Istihsan
Istihsan adalah menggangap baik terhadap sesuatu.”’® Secara istilah menurut Karkhi,
istihsan adalah berpalingnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum dalam suatu masalah dari
yang sebanding kepada ketentuan hukum yang lain.’’ Menurut Abd Wahab Khalaf, istihsan
adalah pindahnya pemikiran seorang mujtahid dari ketentuan giyas jali (jelas) kepada giyas khafi
(kurang jelas) atau dalil kulli (umum) kepada ketentuan hukum takhsis atas dasar adanya dalil
yang memungkinkan perpindahan itu.”®
Dari definisi istihsan ini, jelaslah bahwa istihsan ada dua macam, yakni :
1) Menganggap lebih baik memakai giyas yang samar illatnya dari pada giyas yang jelas
illatnya, karena adanya dalil.

2) Mengecualikan sesuatu dari ketentuan hukum yang umum.

* Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Figih al-Islam Dar al-Fikr (Damaskus, 1968), 592

% Abd. Aziz Ibn Abd. Al-Rahman, Adillah al-Tasyri’ al-Mukhtalaf fi al-ihtijaj biha (Muassasah al-Risalah, 1979),
155

3! Husein Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah fi al-Figh al-Islami (Mesir : Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971),
585

52 Khallaf, Ushul Fiqih..., 79



28

Jelaslah, bahwa istihsan itu bukan dalil / sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan
berdasarkan qiyas yang samar illatnya atau berdasarkan maslahah. Imam Syafi’i menolak
istthsan atas dasar pengertian “menetapkan suatu hukum menurut sesuka hatinya tanpa
berdasarkan dalil“, padahal istihsan yang dipakai oleh Hanafi dan juga Maliki dalam pengertian
“mengambil salah satu dari dua dalil yang dipandang lebih kuat“.”’

d Istishhab
Istishhab secara etimologi adalah isim masdar dari istashhaba yastashhibu istishhaban

diambil dari “ 4a=iall (e Judiul” yang berarti thalab as-shuhbah atau mencari hubungan atau

adanya saling keterkaitan. Sedangkan istishhab secara terminologi :
Ibnu Qoyyim Aj-Jauziy mengistilahkan :

Lie 8 U 5 7ol Wl (18 Ua Tl el i

“Tetapnya sebuah ketentuan yang sebelumnya sudah menjadi suatu ketentuan atau tetapnya

sebuah larangan yang sebelumnya sudah menjadi larangan”.
Imam Asy-Syaukani mengistilahkan :
AR G AT L a1 8 S Lt

“Tetapnya sesuatu perkara selama tidak ada dalil yang merubahnya.”

>3 Masijfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah (Jakarta : PT. Saksama, 1987), 82-83



29

Istilah ini bisa dipahami dengan makna : apa yang sudah ditetapkan pada masa lalu pada

dasarnya merupakan sebagai sebuah ketetapan pula pada masa yang akan datang.”*

Ibnu Hazm membuat definisi ishtishhab :
e Lo QA o s i (pm peaily o8l ol 8 LG b (!

“Tetapnya hukum asal yang ditetapkan oleh nushush sehingga ada dalil dari nushush tersebut

yang merubahnya”.
Abu Zahrah membagi Istishhab menjadi empat bagian, antara lain :

1) Istishhab al-Bara ah al-Ashliyyah dapat dipahami dengan contoh seperti tidak adanya
kewajiban melaksanakan syari’at bagi manusia, sehingga ada dalil yang menunjukan
dia wajib melaksanakan kewajiban tersebut,, Maka apabila dia masih kecil maka
dalilnya adalah ketika dia sudah baligh.

2) Ishtishhab ma dalla asy-Syar’i au al-’Aqli ‘ala Wujudih bisa dipahami yaitu bahwa
nash menetapkan suatu hukum dan akal pun membenarkan (menguatkan ) sehingga ada
dalil yang menghilangkan hukum tersebut. Seperti dalam contoh : seperti dalam
pernikahan bahwa pernikahan itu akan tetap sah ketika belum ada dalil yang
menunjukan telah berpisah seperti dengan men-talaq.

3) Istishhab al-hukmi bisa dipahami apabila hukum itu menunjukan pada dua terma yaitu boleh

atau dilarang, maka itu tetap di bolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan dari

> Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesian (Jakarta :
Logos, 1999), 34.
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perkara yang diperbolehkan tersebut, begitu juga sebaliknya. Seperti dalam sebuah ayat

Allah Swt, berfirman :

8

o W A
SRRV
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak
(menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala

55
sesuatu‘’.

4) Istishhab al-Washfi dipahami dengan menetapkan sifat asal pada sesuatu, seperti
tetapnya sifat hidup bagi orang hilang sehingga ada dalil yang menunjukan bahwa dia
telah meninggal, dan tetapnya sifat suci bagi air selama belum ada najis yang

merubahnya baik itu warna,rasa atau baunya.”
Ibnu Qoyim aj-Jauziy membagi menjadi tiga bagian :

Dua dari tiga pembagian itu sudah tercakup oleh yang dibagi oleh Muhammad Abu Zahrah
pada no ldan 4, ada satu yang beda yaitu : Ishtishhab hukmi al-Ijma’ fi Mahalli an-Naza’ dimana
pada suatu keadaan mereka ( sahabat ) sepakat kemudian keadaan itu berubah, maka hukum
yang lama itu selaras dengan keadaan yang baru, sehingga ada dalil yang menunjukan ada
hukum yang menghususkan bagi keadaan tersebut. Seperti, orang yang bertayamum melihat air

ketika masih melaksanakan shalat, maka shalatnya tetap sah ditetapkan dengan menggunakan

% (0S. Al-Baqarah : 29
% Zahrah, Ushul Fiqih..., 454
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istishhab ijma yang menetapkan sah nya shalatnya orang yang bertayamum sehingga ada dalil

bahwa melihat air membatalkan shalatnya orang yang bertayamum.
Dalil Naqli :

Ayat yang digunakan dalam aplikasi istishhab yaitu dengan memperhatikan (istigra) ayat-
ayat yang menjelaskan tentang hukum syara dan itu tetap selama tidak ada dalil yang
merubahnya. Seperti haramnya alkohol di tetapkan oleh al-quran yang menjelaskan haramnya
khomer, apabila sudah berubah sifatnya menjadi al-kohol ( cuka ) maka itu tidak haram lagi

karena sudah hilang sifat memabukannya.

1

S BT 2B G iy wTNT DLl Sunddly 03T ) e Gl ¢

-

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panahadalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan®.
Dalil ‘Aqli :

Secara naluriah akal kita bisa menghukumi segala sesuatu boleh atau tidak, ada dan tiada
dengan melihat pada asal mulanya. selama belum ada dalil yang mengingkari sebaliknya, maka
itu tetap di hukumi seperti asalnya, seperti bahwa manusia terlahir kedunia ini selamanya di sifati

hidup selama belum ada bukti yang jelas bahwa dia sudah meninggal.5 7

bnu Qayyim al-Jauzy, ‘llam al-Mugqi’in, Dar al-Hadits, (Kairo, 2004), Jilid 1, 262. Dr. Quthub Mushtafa Sanu,
Mu’jam Musthalahat Ushul Figh, Dar al-Figr al-Mu’ashir (Beirut, 2002), 56.
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e Urf
Urf’/ Adat menurut Al-Ghazali di dalam kitab al-Mustashfa ialah :

Il Aol ¢ L) 4l g J giadl g pn o sl s Lo Capall 55308

“Sesuatu yang telah menjadi mantap / mapan di dalam jiwa dari segi akal, dan telah dapat
diterima oleh watak-watak yang sehat / baik”.

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebisaaan di
kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul figh, 'urf
disebut adat (adat kebisaaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf

dengan adat (adat kebisaaan).5 s
'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya. 'urf terbagi kepada:

1) 'Urf qauli Ialah 'urf yang berupa perkataan' seperti perkataan walad, menurut bahasa
berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam
percakapan sehari-hari bisaa diartikan dengan anak laki-laki saja. Lahmun,

2) 'Urf amali lalah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa
mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu
merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebisaaan dalam
masyarakat melakukan jua beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang

tidak diingini, maka syara' membolehkannya.
Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas:

1) 'Urf shahih lalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan

syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah,

%% Abd al-Aziz al-Khayyath, Nazhariyyah al-‘Urf (Amman : Maktabah al-Aqsha, 1397 H/1977 M), 24
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dipandang baik, telah menjadi kebisaaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan
dengan syara'.

2) 'Urf fasid lalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan
dengan syara'. Seperti kebisaaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu
tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan

dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.
Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:

1) 'Urf 'am lalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi
hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan
terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Sebagai mana

ditegaskan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW:

.—.—-.w-‘ﬂ'-v' - ¥ If‘ﬁ,-.-f-" e ..-.r-" .

fa .— L L
L)Iu'l_,.:'iu-".&.c-b d.'! Aas
LTI LN LS
"Barangsiapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu
syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima,
maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari
pintu-pintu riba”.

2) 'Urf khash lalah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.
Seperti mengadakan halal bi halal yang bisaa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang

beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang

pada negara-negara Islam lain tidak dibisaakan.

f Maslahah Mursalah
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Maslahah mursalah ialah kebaikan yang tidak terikat pada dalil / nash Al-Qur’an dan
sunnah. Menurut istilah ushul figih, maslahah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan
hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur’an dan sunah atas pertimbangan menarik
kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Maslahah ada dua macam ialah :

1) Maslahah mu’tabarah, artinya kemaslahatan atau kebaikan yang memang diakui oleh
islam. Misalnya, demi melindungi keselamatan masyarakat, islam menetapkan
hukuman qisas, termasuk hukuman mati bagi si pembunuh yang membunuh dengan
sengaja.

2) Maslahah mursalah, ialah kemaslahatan yang diakui adanya karena timbul peristiwa-
peristiwa baru setelah nabi wafat.”

Untuk menghindari penyalahgunaan maslahah mursalah sebagai landasan hukum, maka
para ulama’ membuat persyaratan sebagai berikut :

1) Maslahah yang ingin dicapai itu benar-benar nyata, bukan sekedar dugaan yang tidak
menyakinkan adanya.

2) Maslahah harus bersifat Umum, bukan maslahah perorangan atau kelompok tertentu
saja.

3) Maslahah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip agama yang
telah ditetapkan oleh agama dengan nash atau ijma’.60

Kebanyakan ulama’ sejak zaman sahabat menggunakan maslahah mursalah sebagai dalil /

sumber hukum Islam

5 Zuhdi, Pengantar Hukum..., 83-84
5 Muhammad sallam, Madkur, Al-Madkhal lil Figh al-Islamy (Cairo, Dar an Nahdhah al-Arabiyah, 1960), 30
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Ulama’ yang menentang maslahah mursalah sebagai dalil / sumber hukum islam, ialah
madzhab Dzahiri, madzhab Syiah Imamiyah, Al-Amidi dari kalangan Syafi’iyah dan Ibnul Hajib
dari kalangan Malikiyah, dengan alasan memberi kesempatan memakai maslahah mursalah
sebagai landasan hukum, bisa disalahgunakan terutama oleh penguasa-penguasa yang tidak
bertanggung jawab, khususnya mengenai maslahah-maslahah yang masih bersifat asumtif.®!

g Sar’u Man Qoblana

Jika Al-Qur’an dan Hadits yang shahih menceritakan hukum yang berlaku yang berlaku
untuk umat sebelum kita, dan dinyatakan hukum itu juga berlaku untuk kita, maka masalah ini
sudah disepakati bahwa hukum tersebut berlaku secara resmi untuk kita. Misalnya firman Allah
surat al-Baqgarah ayat 183 :

z
-85

/,ff:,"{/,} e /-5"’ & /../‘ /’,«/,T)’ e /..)‘e‘:«/‘//.;\j“‘ HH
U)-"-’('Q“Jrg’l'&uf\)i & S L“S(’L“"-‘M r—"’-cl-"vs sl el Ll

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.%?

Menurut kebanyakan ulama’ Hanafi dan sebagian ulama’ Maliki dan Syafi’i, bahwa
syari’at sebelum kita yang diceritakan oleh al-Qur;an atau Hadits shahih pada prinsipnya berlaku

juga untuk kita selama tidak ada dalil syara’ yang membatalkan (menasakh) syari’at tersebut.

Karena hukum-hukum Illahi (dari syari’at nabi sebelum kita) itu pernah berlaku melalui utusan-

'"Madkur, Al-Madkhal lil Figh..., 258-261. ;Khallaf, Ilmu Ushul Figih..., 84-88
62 QS. Al-Bagarah : 183
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utusan Allah, kemudian dikisahkan oleh Allah sendiri dan tiada dalil yang membatalkan hukum-

hukum Illahi tersebut. Karena itu wajib atas orang mukallaf mengikutinya.63

h Saddu Adz-Dzari’ah

Menurut bahasa, Saddu adz-Dzari’ah terdiri dari saddu, artinya menutup, dan dzari’ah

artinya jalan atau perantaraan (Wasilah) yang bisa menyampaikan kepada sesatu (kebaikan atau

kejelekan).
Dikalangan ulama’ figih ada beberapa definisi tentang dzari’ah, antara lain :

1) Dzari’ah menurut kebanyakan ulama’ Ushul Fiqih :

//o.// Gopd B o fo - Mo g & 7
!g; &).\M;(;uf’\:ﬁ(l-ha

“Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur

kerusakan®.

Atau :

g GD]Z\LJ}S;LZ;AK\ ALY

“Hal yang mubah (boleh) yang bisa menjadi perantaraan kepada kerusakan®.

2) Dzari’ah menurut Ibnu Qayyim, ialah :
(o I k) ATy S

Apa saja yang bisa menjadi perantaraan dan jalan kearah sesuatu.

Kata Dzari’ah itu didahului kata saddu yang artinya ‘“menutup*

adalah“menutup jalan terjadinya kerusakan®.

Menurut Ibnul Qayyim, dzari’ah itu ada 4 (empat) macam, ialah :

%3 Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah..., 91-93

maksudnya
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a) Dzari’ah yang selamanya membawa mafsadah (kerusakan), seperti minuman keras
yang slalu membawa akibat mabuk, yang pada gilirannya bisa merusak otak / akal.
b) Dzari’ah yang pada dasarnya mubah dan tidak dimaksudkan membawa kemafsadah,
tetapi pada umumnya bisa membawa ke mafsadah dan mafsadahnya jauh lebih besar
daripada maslahahnya.
c¢) Dzari’ah yang pada dasarnya mubah, tetapi terkadang membawa ke mafsadah.
Hanya saja maslahahnya lebih besar dari pada mafsadahnya.
d) Dzari’ah yang pada dasarnya mubah, tetapi dimaksudkan untuk tujuan mafsadah.
Pada umumnya fuqaha’ dari berbagai madzhab memakai saddu ad-Dzari’ah sebagai dalil /
sumber hukum islam, kecuali madzhab Dzahiri yang menolaknya dengan alasan, bahwa seorang
cukup menghindari hal-hal yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya).**
4. Ijtihad
a Pengertian Ijtihad

Secara bahasa ijtihad (2lis) berasal dari kata yang berarti “4La/ artinya upaya sungguh-

sungguh.65 Bentuk kata Jiis/ berwazan atau bersepadanan dengan kata =Y/ yang

menunjukkan arti mubalaghah (keadaan lebih) atau maksimal dalam suatu tindakan atau

perbuatan.®
Dalam al-Qur’an kata ¢~/ dapat ditemukan pada tiga tempat. Pada ketiga tempat itu, kata

tersebut mengandung arti mencurahkan kemampuan atau upaya sungguh-sungguh. Terdapat

dalam surat an-Nur ayat 53 yang berbunyi :

8 Madkur, Al-Madkhal lil Figh..., 266-271

% Ibnu Mansur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab (Beirut : Dar al Sadr, 1), 133

5 Yusuf al-Qardawi, al-Ijtihad fi al-Islamiyyah Ma’a Nazarat Tahliliyyah fi al-ljtihad al-Mu’asir, alih bahasa
Ahmad Syathari (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), 1
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Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah.”

Kata ijtihad tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan-persoalan yang memang berat dan
sulit. Kata ijtihad harus dipakai dalam persoalan-persoalan yang sulit secara hissi (fisik) seperti
suatu perjal:cln:cm.68

Dalam pengertian istilah, menurut al-Ghazali bahwa ijtihad secara umum adalah :

Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum
syam’.é9

Batasan yang sama dikemukakan oleh al-Amidi. Bagi al-Amidi ijtihad adalah :

D (om i i i 0 ST e 50 ) il 50 ¢
<8 05 G sand
“Mencurahkan segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum

syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu”.”

b Syarat-syarat [jtihad
Syarat-syarat umum :
1) Dewasa
2) Sehat pikirannya.
3) Sangat kuat daya tangkapnya dan ingatannya (1Q-nya tinggi).

4) Islam

7 QS. An-Nur : 53

o8 Nadiyah Syarif al-Umri, al-Ijtihad fi al-Islam : Ushuluh, Ahkamuh wa Afaquh (Beirut : Muassasah Risalah, 1981),
18

69 Al-Ghazali, al-Mustafa min ‘ilm al-usul (Kairo : al-Amiriyyah, 1422 H), 3550

" Al-Amidi, al-Ilham fi Ushul al-Ahkam (Beirut : Dar al-fikr, 1981), III, 204
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Syarat-syarat pokok :

1Y)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur’an baik
menurut bahasa maupun syariah.

Menguasai dan mengetahui hadits tentang hukum, baik menurut bahasa maupun
syariat.

Mengetahui naskah dan mansukh dari al-Qur’an.

Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma’ ulama, sehingga
ijjtihadnya tidak bertentang dengan ijma’.

Mengetahui Qiyas dan berbagai persyaratannya serta istinbathnya.

Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa,
serta problematikanya.

Mengetahui ushul figh yang merupakan fondasi dari Ijtihad.

Mengetahui maqoshidu as-syariah (tujuan syariah) secara umum, atau rahasia

disyariatkannya suatu hukum.”!

¢ Macam-macam I[jtihad

Macam-macam ijtihad dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Dari segi pelaku :

1)

[jitihad Fardhi (individu) : setiap ijtihad yang dilakukan oleh seorang atau beberapa

orang, tak ada keterangan bahwa seluruh mujtahid yang lain menyetujuinya.

Menurut pendapat At-Thayyib Khudari As-Sayyid Bahwa [jtihad Fardhi adalah ijtihad

yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang Mujtahid. ijtihad ini dibagi menjadi 2

bagian :

" Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah..., 132. Dan baca A. Hanafie, MA., Ushul Figh (Jakarta: Widjaya, 1963), 151-

152
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a) Ijtihad Muthlag adalah ijtthad yang melingkupi semua masalah hukum, tidak
memilah milah dalam masalah hukum tertentu, dan Mujtahid disini disebut sebagai
Mujtahid Muthlaqg, yaitu Mujtahid yang mempunyai kemampuan mengistinbathkan
seluruh hukum dari dalil-dalilnya(secara Syar' atau 'Aqli).

b) Ijtihad Juz'i (Parsial), Ijtihad tentang aturan hukum tertentu saja, atau bisa disebut
Mujtahid Spesialis yang hanya mengistinbathkan sebagian tertentu dari hukum
syara'.”?

2) Ijtihad jama’i adalah sesuatu ijtihad terhadap sesuatu masalah yang disepakati oleh
semua mujtahid.

Nabi saw bersabda :
s ', 2 8 8T e 50 Cn ) A1
2l s 56l 4l
“Kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari
antara orang-orang mu’min dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawaratkan
diantara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang
seorang. (HR. Ibnu Abdil Barr)*"?

[jtihad jama’i (Kolektif) bukan berarti Ijma'karena dalam ijtihad kolektif ini
bukan hanya dilakukan oleh ulama yang telah memenuhi syarat untuk melakukan
suatu ijma’.

Dari segi pelaksanaan:

1) Ijtihad Intigai: yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara

beberapa pendapat yang ada. Bentuknya adalah studi komparatif dengan meneliti

dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan. Disebut juga ijtihad selektif.

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, 265
7 Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1953, jilid 1), 176-177
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2) ljtihad Insyai: yaitu pengambil konklusi hukum baru terhadap suatu permasalahan,
yang permasalahan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama’-ulama’ terdahulu.
Disebut juga ijtihad kreatif.

[jtihad dilihat dari aspek dalil yang dijadikan pedoman.74

1) Ijtihad Bayani yaitu Ijtihad yang digunakan untuk menemukan hukum yang
terkandung dalam Nash Al-qur'an, namun sifatnya dhanni.

2) Ijtihad Qiyas, Qiyas menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan
kejadian yang lain yang ada nash nya dengan meliaht illatnya.75

Sedangakan tokoh lain yaitu Al-Imam Abu Zuhroh mengemukakan bahwa sebagian

ulama menta’rifkan: Ijtihad dalam istilah ushuliyyin (ahli ushul figh) adalah mencurahkan

upaya keras (juhd) dan mengorbankan kemampuan maksimal, baik dalam istinbath

(mengeluarkan / menyimpulkan) hukum-hukum syar’i maupun tathbiq / penerapannya.

Ijtihad dengan ta’rif ini maka terbagi dua:

1) Ijtihad Istinbathi yaitu ijtihad yang sempurna, dan itu khusus bagi golongan ulama’ yang

mengarah pada pengenalan hukum-hukum furu’ (cabang) yang ‘amali (praktis/
operasional) dari dalil-dalilnya yang terinci. Sebagian ulama mengatakan, ijtthad
(isthinbathi) ini termasuk ijtthad khusus, kadang terputus pada suatu masa. Hal itu
menurut pendapat Jumhur (mayoritas ulama), atau paling kurang sebagian banyak dari
ulama. Sedangkan ulama Hanabilah (ulama Hanbali) berpendapat bahwa jenis ini (Ijtihad
Isthinbathi) harus tidak pernah lowong pada setiap masa, mesti harus ada mujtahid yang

mencapai tingkatan ini.

™ Yusuf Qardhawi, Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan (Surabaya : Risalah Gusti, 1995),

24-43

5 Khalaf, Ilmu Ushul Fikih... ,73
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2) lIjtihad Tathbiqi, para ulama bersepakat bahwa tidak boleh kosong suatu masa pun dari
adanya (mujtahid tathbiqi). Mereka itu adalah ulama takhrij dan taathbiq (mengeluarkan
dan menerapkan) ‘illat-illat yang diistinbatkan atas perbuatan-perbuatan juz’iyah. Maka
pelaksanaan mereka atas hal ini adalah penerapan apa yang telah diistinbatkan para ulama
yang dulu. Dan dengan fathbiq/ penerapan ini terjelaskanlah hukum-hukum permasalahan
yang belum dikenalkan oleh ulama-ulama terdahulu yang memiliki derajat ijtihad
mengenai hal itu. Dan sesungguhnya upaya yang dilakukan pemilik derajat kedua
(mujtahid tathbigi) adalah apa yang dinamakan fahqiqul manath (mengeluarkan ‘illat-
illat, sebab-sebab terjadinya hukum).

d Logika-Logika [jtihad

Pola pikir yang sangat tergantung pada teks atau nash-nash kitab suci adalah pola pikir
yang bersifat deductive. Abid al-Jabiri menyebut pola pikir seperti itu adalah pola pikir
“bayaniyun” dan bukanya irfaniyyun, dan juga bukan burhaniyyun. Perlu dicatat bahwa pola
pikir deductive hanyalah salah satu dari sekian banyak pola berfikir yang ada. Selain deductive
masih ada pola pikir lain yang menggunakan cara pendekatan inductive dan abductive.

Pola logika pemikiran kalam yang bersifat deductive adalah mirip-mirip pola berfikir
deductive Plato.”® Plato pernah berpendapat bahwa segala segala sesuatu yang dapat diketahui
oleh manusia adalah berasal dari “Idea” yaitu ide-ide yang tertanam dan melekat pada diri
manusia secara kodrati sejak awal mulanya. Ide “kebaikan™ atau “keadilan” misalnya menurut

Plato, tidaklah diketahui lewat pengalaman historis-empiris-inductive, tetapi diperoleh dari ide

76 Studi yang cukup mendalam tentang struktur fundamental pemikiran kalam dilakukan oleh Josep Van Ess dalam
tulisannya “The Logical Structure of Islamic Theology” dalam Issa J.Boullata. An-Anthology of Islamic Studies,
Montreal : Mc Gill Indonesia IAIN Development Project1992. Juga sebagai studi banding Harry Austryn Wolfon,
The Philosophy of the kalam. Cambridge: Harvard University Press, 1976.382-385
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bawaan yang dibawa oleh manusia sejak “sebelum” lahir. Manusia tinggal menggingat kembali
(recollection) tentang ide-ide bawaan yang telah melekat begitu rupa dalam keberadaannya.”’

Plato tidak pernah menyetujui pendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh manusia
lewat pengetahuan dan pemeriksaan secara cermat dan seksama terhadap realitas alam dan
realitas social sekitar lewat pengamatan dan pengalaman indrawi. Baginya, pengamatan indrawi
lantaran sifatnya yang berubah-ubah, dianggap ilusif dan tidak menyakinkan. Pemikiran
keislaman pada umumnya, dan pemikiran kalam khusunya juga bersifat deductive. Hanya saja
fungsi ide-ide bawaan dalam pola pikir Plato tersebut diganti untuk tidak menyatakan diislamkan
oleh ayat-ayat al-Qur’an dan teks-teks al-Hadits. Bahkan seringkali melebar sampai ke I[jma’ dan
Qiyas. Perlunya “dalil” dan “istidlal” sebagai landasan pola pikir dan pola bertindak dalam
hidup keseharian umat islam. Pola pikir ini dengan mudah menggiring seseorang dan kelompok
kearah model berfikir yang bersifat justificative terhadap teks-teks yang sudah tersedia.

Sebagai pola pemikiran, pemikiran deductive disanggah dan dikritik oleh pemikiran
inductive. Menurut pola pemikiran inductive, ilmu pengetahuan bersumber dari realitas empiris-
historis. Realitas empiris-historis yang berubah-ubah, yang dapat ditangkap oleh indra dan
dirasakan oleh pengalaman kemudian di abstraksikan (abstraction) menjadi konsep-konsep,
rumus-rumus, ide-ide, gagasan-gagasan, dalil-dalil yang disusun sendiri oleh akal pikiran.

Dalam analisis sejarah perkembangan ilmu pengetahuan (history of science), pola
pemikiran deduktif dan induktif dianggap tidak lagi cukup memadai untuk dapat menjelaskan
secara cermat tata kerja diperolehnya ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Perkembangan ilmu
pengetahuan abad 20 memunculkan kategori baru dalam pola pikir keilmuan, yaitu pola pikir
abductive. Pola pikir ini lebih menekankan the logic of discovery dan bukannya the logic of

justification. Logika abduktif lebih menekankan pada unsur hipotesis, interpretasi, proses

" Edith Hamilton and Huntington Cairns (Ed). Plato : The Collected Dialogues, Princeton University:Press, 1961
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pengujian di lapangan terhadap rumus-rumus, konsep-konsep, dalil-dalil, gagasan-gagasan yang
dihasilkan dari kombinasi pola pikir deductive dan inductive.”*Menurut pendapat lain model-
model kajian ushul figh atau logika-logika dalam ijtihad lebih bernuansa penemuan-penemuan
baru (logic of discovery) dan sakralitas penemuan-penemuan sebelumnya (logic of justification,
logic of repeatation). Model-model kajian ushul figh ini mendorong munculnya pemikiran
orisinal dan kreatif di kalangan ahli hukum islam dan kajian islam pada umumnya.”
5. Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

1) Syarat-syarat hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah). Menurut
pasal 11 Undang-undang No. 7 1989 ditegaskan bahwa “Hakim adalah pejabat yang
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu wajar apabila Undang-undang
menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling utama berbeda bagi Hakim
dilingkungan Pengadilan Agama dibanding dengan lingkungan Peradilan lain adalah “mutlak“
harus beragama islam. Sedang pada lingkungan Peradilan lain, Agama tidak dijadikan sebagai
syaralt.80

Adapun syarat-syarat Hakim yang tetapkan fikh Islam bagi seorang hakim dapat kita
sebutkan secara global sebagai berikut :

Pertama, harus orang dewasa. Karena itu tidak sah pengangkatan anak kecil sebagai hakim.
Sebagaimana juga tidak sah pengangkatan perempuan sebagai hakim menurut tiga Imam :
Maliki, Syafi’ dan Hambali, kecuali Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan perempuan

sebagai hakim dalam suatu masalah yang disahkan perempuan menjadi saksinya. Adapun

8 M.Amin Abdullah, “Kajian Ilmu Kalam..., 86.
7 A Minhaji, “Reorientasi Kajian..., 21.
80Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (Jakarta : Pustaka Kartini, 2001), 117
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persaksian perempuan bagi Abu Hanifah dinyatakan sah dalam segala sesuatu kecuali dalam
masalah pidana. Bahkan Ibnu Jarir Ath-Thabari membolehkan perempuan sebagai hakim dalam
segala hal yang hakimnya dipegang oleh laki-laki, tanpa pengecualian apapun. At-Thabari
menganalogikan pendapatnya tersebut kepada pendapat yang memperbolehkan perempuan yang
berfatwa dalam seluruh masalah fikih.

Tampaknya pendapat at-Thabari ini adalah yang lebih kuat karena beberapa alasan sebagai
berikut :

Al-Qur’an mempersamakan perempuan dengan laki-laki dalam banyak ayat al-Qur’an,

diantaranya firman Allah,

3 5 ) < -
2 Sl Gale T s S35
“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibnnya menurut cara yang
ma’ruf*."'

Kedua, seorang yang berakal. Sebab hakim harus benar pemilihannya dan bagus
kecerdasannya sehingga dapat menjelaskan sesuatau yang rumit.

Ketiga, Muslim. Ini disebabkan keislaman merupakan syarat diperbolehkannya persaksian
terhadap orang muslim. Akan tetapi, madzhab Hanafi memperbolehkan pengangkatan non
muslim sebagai hakim terhadap non-muslim. Sebab, kelayakan peradilan berkaitan dengan
kelayakan persaksian, sedangkan non-muslim diperbolehkan menjadi saksi terhadap generasi
penerus kelompoknya.

Sebagaimana madzhab Hambali, Syuraih, An-Nakha’i, Al-Auza’i, Ibnu Mas’ud, Abu

Musa, Zhahirih dan Imamiah memperbolehkan diterimanya persaksian non muslim dalam wasiat

81 QS. Al-Baqarah : 228
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seorang muslim ketika dalam bepergian.82 Dinukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa
pendapat Imam Ahmad tentang diterimanya persaksian non-muslim dalam hal ini dikarenakan
kondisi darurat. Alasan ini mengharuskan diterimannya persaksian dalam segala keadaan darurat,
baik ketika sedang mukim maupun bepergian.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa persaksian haruslah berasal dari kaum muslimin yang

adil. Allah SWT berfirman :

c} w = "/f" A ?E/ 5 L - 1} ’: 755 5 L - {} A ’Ef ﬂ}//z/"//ff
a5l Jus 633 T3 iy o0 may 10580 5100 may o8 S B el | 3L 1508

“Apabila mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukillah mereka dengan baik atau
lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu’.*?

Dengan demikian, bahwa persaksian non-muslim terhadap orang muslim diperbolehkan
dalam masalah-masalah perdata selain talak dan yang berkaitan dengannya. Selama asas
peradilan adalah persaksian sebagaimana dikatakan madzhab Hanafi maka dapat disebutkan
alasan dalam memahami pendapat yang mengatakan bolehnya hakim non-muslim menangani
perkara muslim dalam batasan sesuatu yang memang persaksian non-muslim itu di
perbolehkan.84

Keempat, adil yaitu benar sikapnya, jelas amanatnya, menjaga diri dari hal-hal yang haram,
dan aman dalam ridha dan ketika marah.

Kelima, mengetahui hukum-hukum syari’ah, baik dasar-dasar syari’ah maupun cabang-

cabangnya. Adapun dasar syari’ah ada 4 (empat), yaitu :

82 Madzkur, Al-Madkhal lil Figh..., 39
3 QS. At-Thalaq : 2
8 Madzkur, Al-Madkhal lil Figh..., 40 dan 125
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a) Mengetahui Al-Qur’an tentang hukum-hukum yang tercangkup di dalamnya, baik yang
menghapuskan (nasikh) maupun yang dihapuskan (mansukh), muhkamat dan
mutasyabihat, umum dan khusus, global dan terperinci.

b) Pengetahuan tentang sunnah Rasulullah yang shahih, baik dalam bentuk perbuatan,
ucapan, maupun cara datangnya (asbabul wurud).

¢) Mengetahui pendapat ulama’ salaf tentang apa saja yang mereka sepakati (ijma’) dan
yang mereka perselisihkan untuk mengikuti ijma’ dan berijtihad dengan pendapatnya
dalam masalah yang diperselisihkan.

d) Mengetahui giyas yang bisa membantu dalam mengembalikan masalah cabang yang
didiamkan kepada dasar-dasar yang dijadikan rujukan dan yang disepakati.*

Keenam, sehat pendengarannya, penglihatan dan ucapan. Sebab orang yang bisa tidak
dapat mengatakan hukum, dan semua manusia tidak memahami isyaratnya. Adapun orang yang
tuli tidak bisa mendengar ucapan dua pihak yang bersengketa. Sedangkan orang buta tidak dapat
mencermati kasus yang dihadapi. Namun demikian, kesempurnaan anggota badan tidak dinilai
dalam hal ini. Maka seorang hakim diperbolehkan memutuskan hukum walaupun dia lumpuh,
walaupun hakim yang tidak cacat tentu akan membuatnya lebih berwibawa.*

Selain keislaman, tidak ada perbedaan dengan persyaratan Hakim pada umumnya. Semua
syarat yang ditentukan pasal 13 Undang-undang No 7 tahun 1989, merupakan syarat yang harus
terpenuhi (tidak boleh kurang)

Adapun syarat-syarat sebagai berikut :

a) Warga Negara Republik Indonesia

b) Beragama Islam.

8 Zhafir Al-Qasimi, Nizam Al-Hukmi fi Al-Islam Al-Hayah Ad-Dusturiyah (Dar An-Nafais Beirut, 1980), 109.
8 Al-Qasimi, Nizam Al-Hukmi fi Al-Islam..., 108
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c) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

e) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak

langsung dalam gerakan Kontra Revolusi G.30 S/PKI.

f) Pegawai negeri

g) Sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam.

h) Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.

i) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik.®’

2) Peran dan Tugas Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadannya.®® Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini
sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas
pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadannya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi
terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No. 14/1970).

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara

mempunyai dua tugas, yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustisial

8 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., 118
8 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997),
58
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yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.*

Adapun tugas yustisial hakim Pengadilan Agama adalah mnegakkan hukum dan keadilan.
Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran
hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyaraka. Rumusan jelasnya diatur
dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970.” Bunyi lengkapnya sebagai
berikut :

a) Pasal 1:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelengarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselengaranya
Negara hukum Republik Indonesia.

b) Pasal 2 ayat (1) :

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-
badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima,
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama merumuskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-
orang yang beragama islam dibidang :

a. Perkawinan.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

8 Taufik Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia ( Bandung
Alumni, 2003), 92
* Hamami, Kedudukan dan Eksistensi..., 92
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c. Wakaf dan shadaqah.91

Sedangkan tugas non yustisial hakim Pengadilan Agama ini hanya dapat dilakukan atas
dasar ketentuan Undang-Undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970
menyebutkan bahwa tugas lain daripada yang tersebut ayat (1), maksudnya selain tugas pokok,
dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Tugas non yustisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan
di lingkungan badan Peradilan Agama diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 14 tahun
1970. Bunyi lengkapnya yaitu :

“Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang
soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta“

Lembaga Negara dimaksud termasuk lembaga kenegaraan lain (selain lembaga kekuasaan
kehakiman) dipusat maupun di daerah.”” Ketentuan senada dalam pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang No. 7 tahun 1989, bunyi lengkapnya sebagai berikut : “Pengadilan dapat memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah
hukumnya, apabila diminta®.

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah sebagai berikut :

1) Konstatiring, berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa
yang diajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang
diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang
diuraikan dalam duduk perkaradan berita acara. Konstatiring meliputi :

a) Memeriksa identitas para pihak.

b) Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada).

o1 Hamami, Kedudukan dan Eksistensi..., 93
92 Hamami, Kedudukan dan Eksistensi..., 95
93 Hamami, Kedudukan dan Eksistensi..., 95
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¢) Mendamaikan pihak-pihak.

d) Memeriksa seluruh fakta / peristiwa yang dikemukakan para pihak.

e) Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian.

f) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
g) Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

2) Kwalifisir, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana,
menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian
dituangkan dalam pertimbangan hukum.”* Yang meliputi :

a) Merumuskan pokok-pokok perkara.

b) Mempertimbangan beban pembuktian.

¢) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa / fakta sebagai peristiwa / fakta hukum.

d) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut
hukum pembuktian.

e) Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti
lawan sesuai hukum pembuktian.

f) Menemukan hubungan hukum-hukum peristiwa / fakta yang terbukti dengan petitum.

g) Menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan
sumber-sumbernya.

h) Mempertimbangkan biaya perkara

3) Konstituiring yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dengan amar
putusan (diktum), konstituiring ini meliputi :

a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan.

b) Mengadili seluruh petitum.

%% Arto, Praktek Perkara Perdata..., 33-37



¢) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain.

d) Menetapkan biaya perkara.

52



BAB III
METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Berhasil dan
tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Oleh
karena itu, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, penulis menggunakan metode yang tidak
menyimpang dari ketentuan yang ada.

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangil yang bertempat di JI Raya Raci
Bangil. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data tentang gugatan perceraian di
Pengadilan Agama Bangil. Sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi ini, telah

diketahui situasi, kondisi dan obyek-obyek yang diteliti guna mendapatkan data secara jelas.
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B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian empiris. Karena penelitian ini
dilakukan dilingkungan tertentu, yakni hakim Pengadilan Agama Bangil, dan didukung
penelitian kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan keputusan yang berkaitan
dengan ruang lingkup perkawinan, perceraian serta peraturan-peraturan.

Penelitian ini menggambarkan atau menuturkan bagaimana sesungguhnya duduk perkara
yang sudah diputuskan pengadilan agama yang kemudian di analisis dan diinterpretasi dengan
menggunakan teori hukum.

C. Paradigma Penelitian

Dalam membentuk masyarakat Islam yang ideal, sebagaimana dicita-citakan Allah dalam
al-Qur'an tentunya memerlukan paradigma baru yang memang sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan umat Islam di dunia yang dapat melahirkan suatu bangsa yang bersatu dan
demokratis, sehingga mampu menghadapi kehidupan global yang kompetatif dan inovatif

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau
untuk lebih membenarkan kebenaran. Untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam
kehidupan masyarakat Islam. Penulis menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis,
paradigma ini dipakai dalam penelitian kualitatif. Menurut paradigma fenomenologis bahwa
kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang
memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara profesional,
maksimal, dan bertanggung jawab dapat diperoleh variasi refleksi dari objek.95 Menurut Bogdan
dan Taylor, paradigma fenomenologis adalah berusaha memahami perilaku manusia dari segi

kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu yang dibayangkan atau dipikirkan oleh

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12
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orang-orang itu sendiri.”® Realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya, atau
menghayati dunianya.’’
D. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang sudah penulis uraikan sebelumnya,
dapat dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan / mengguraikan
sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan / ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi.
Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang diperoleh berupa sebaran-sebaran
informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.”® Selain itu dalam penelitian ini juga di kemukakan
langsung pembahasan Ijtthad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang
Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl), sehingga obyek
yang diteliti secara jelas dapat diamati dan di pahami. Jadi dalam penelitian ini, peneliti
mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan

obyek yang diteliti.

E. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh. ** Lebih lanjut dikatakan
bahwa, secara garis besar ada tiga jenis sumber data yang biasanya disingkat dengan 3p, yaitu:
a. Person (orang): tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti.
b. Paper (kertas): dokumen ,arsip, pedoman surat keputusan (SK) dan lain sebagainya,
tempat penelitian membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data

penelitian.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 52

97 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), 270

% Tim dosen Fakultas Syari’ah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang:Fakultas Syari’ah UIN, 2005), 11
9 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan..., 107
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c. Place (tempat): ruang laboratorium (yang berisi perlengkapan), bengkel kelas dan
sebagainya tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.
Menurut Lofland (1984) dalam Moeleong, sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain.'® Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai dua jenis yaitu :

a. Sumber data primer adalah data-data yang langsung dari sumber pertama.'®'Jadi data
primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan
berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti
mewawancarai secara langsung para Hakim yang memutuskan perkara ini yakni Hj. Sri
Astuti, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Moh. Yasin, S.H dan Dra. Sriyani sebagai hakim
anggota. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala pengadilan

agama, dan salah satu hakim pengadilan agama yakni Drs. H. Sarmin, MH.

b. Sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh
pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder
antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian
yang berwujud laporan. Data-data di sini di antaranya adalah data-data yang diperoleh
dari dokumen-dokumen pengadilan agama. Sedangkan buku-buku yang digunakan dalam
hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hukum acara
perdata. Selain itu juga sumber literer yang terdiri atas sumber hukum Islam (al-Qur’an
dan al-Hadits). Serta hasil penelitian yang berupa laporan dan keterangan - keterangan

lain.

c. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang

memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang

100 Moleong, Metodologi Penelitian..., 112
1% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.
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dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.'®*

F. Metode Pengumpulan Data
Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan

adalah:
a. Wawancara/interview

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang

diwawancarai (yang memberikan jawaban).'"

Metode wawancara yang digunakan adalah
wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan
garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.'"* Jadi dalam hal

ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan

pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para hakim yang
memutuskan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl yakni Hj. Sri Astuti, S.H. sebagai Hakim
Ketua, H. Moh. Yasin, S.H dan Dra. Sriyani sebagai Hakim Anggota, salah satu hakim
pengadilan agama yakni Drs. H. Sarmin, MH. Untuk mendapatkan tentang bagaimana metode,

dan model ijtthad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor

0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta
keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata

lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

192 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)114.
103 Moleong, Metodologi Penelitian..., 135.
'% Soekanto, Penelitian Hukum., 230-231.
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1
terwawancara. 05

b. Studi Dokumen

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa catatan, transkip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang

1 Dalam hal ini dokumentasi

ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.
dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Bangil

Pasuruan, maupun buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan
dan pencatatan secara teliti data-data putusan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl. sehingga

peneliti dapat mengetahui secara langsung.

Adapun buku-buku yang dipakai dalam penelitian ini yakni buku Ushul Fikih, ijtihad
kontemporer karya Yusuf Qardlawi, Peradilan karya Yahya Harahap, tentang penemuan hukum

karya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Dalam memperoleh data yang sah peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. menurut Denzin ada empat
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyelidik, dan teori'?’.
Peneliti di sini telah menggunakan dua triangulasi yakni triangulasi dengan sumber dan

triangulasi dengan metode.

106 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan..., 206.
%7 Moleong, Metodologi Penelitian...,178.
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o Triangulasi

1. Triangulasi dengan sumber

Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Dari pengertian ini peneliti mengambil jalan yakni dengan cara membandingkan data
hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Bangil.
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara
pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode

Menurut Patton terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan
hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan
beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Peneliti telah menggunakan strategi yang kedua yaitu mengecek data hasil wawancara
dengan orang yang satu dengan lainnya dan menggunakan pertanyaan yang sama.

H. Metode Pengolahan Data.

Setelah pengumpulan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses
pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a Editing.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi
dikumpulkan peneliti. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah
terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data yang diperoleh sudah cukup

baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.
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b Classifying

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan
mengklarifikasikan data yang diperoleh di dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk
mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menela'ah secara
mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang
dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c Verifying

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh
data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data
yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan
data.

d Concluding

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini
peneliti memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dipaparkan
di latar belakang.

I. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif .
Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau
status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk
memperoleh kesimpulan.

Dalam analisis penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah yang ada

dalam rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan
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menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya menurut kategori dalam bentuk

kata-kata atau kalimat.



BAB IV
PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objektif Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangil
Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab
tidak ditemukan dokumen tentang hal itu. Pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah
dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4
September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat
Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan
Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai

dengan kewenangannya sampai sekarang.

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan pengadilan lainnya yaitu

berlokasi di serambi Masjid Jami’ Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan
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agama mulai diperhatikan oleh pemerintah, dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak
di JI. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya pada bulan September 2006 operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke J1
Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202 ,E-mail PA Bangil @ Gmail .Com.
Status tanah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana surat
perjanjian bersama Nomor : 030/....../SPJ/424.022/26/2006 dan Nomor : 1.A/13- A12/1248/
KS.01.2/X11/2006, dengan sertifikat Nomor : 4 / 1990 tanggal 6 Nopember 1990 . Adapun luas
tanahnya 2950 m2, bangunan gedung seluas 711 m2 dengan aggaran DIPA 2004- 2005.
Bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun

2006, dan gedung arsip seluas 280 m2 dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2007.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali

berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952. Isi dari penetapan itu di antaranya

Pertama : Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor :

199/A/B-16 tentang penghapusan Pengadilan Agama di Bangil.

Kedua : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari

Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.

Ketiga : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama

di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah
sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten

Pasuruan (24 Kecamatan). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
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Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota

Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota.

Tetapi faktanya (defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan
Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara defacto dan deyure.

Dari 11 Kecamatan tersebut terdiri atas 144 Desa dan 20 Kelurahan dengan uraian sebagai

berikut :

NO. KECAMATAN
01 BANGIL
02 BEIJI
03 REMBANG
04 WONOREJO
05 PURWOSARI
06 PURWODADI
07 TUTUR
08 SUKOREJO
09 PRIGEN
10 PANDAAN
11 GEMPOL

A. DAFTAR KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL.

NO. NAMA TAHUN
1. KH. Romli 1950 — 1952
2. KH. Moh. Zaini 1952 - 1959

KH. Noor Aziz

1959 — 1965




4. K. Drs. Ridwan Rasmani 1965 — 1977
5. Drs. Moh. Djazuli, SH. 1977 — 1981
6. Drs. H. Imron AM. 1981 — 1992
7. Drs. Asy’ari Sekti 1992 — 1999
8. Drs. H. Soedarsono, SH. MH. 1999 — 2002
0. Drs. Syamsuri, SH. 2002 - 2004
10. H. Moch. Tha’if SH. 2004 - 2006
11. Drs. H. Solihun, SH. 2006 s/d Sekarang

B. 1. PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2007

NO. BULAN LN JUMLAH
P G
1 JANUARI 5 110 115
2 PEBRUARI 1 84 85
3 MARET - 79 79
4 APRIL 3 80 83
5 MEI ! 122 123
6 JUNI 4 121 125
7 JULI 5 98 103
8 AGUSTUS 1 111 112
9 SEPTEMBER 1 64 65
10 OKTOBER 4 72 76
11 NOPEMBER 5 161 166
12 DESEMBER 3 Ol 100
JUMLAH 33 1199 1232

Adapun rincian Jenis Perkara sebagaimana tabel terlampir.

2. PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA BANGIL

2008 [sampai bulan April 2008]

NO.

BULAN

JENIS

JUMLAH

TAHUN
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p G

1 JANUARI 5 141 146
2 PEBRUARI 3 98 101
3 MARET 3 86 89
4 APRIL 19 111 130
5 MEI - - -
6 JUNI - - -
7 JULI - - -
8 AGUSTUS - - -
9 SEPTEMBER - - -
10 OKTOBER - - -
11 NOPEMBER - - -
12 DESEMBER - - -

JUMLAH 30 436 466

3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Bangil

66

Pembahasan mengenai organisasi di Pengadilan Agama dipisahkan dengan organisasi

Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini untuk mempermudah pemahaman terutama bagi mereka yang

belum tahu tentang kehidupan peradilan. Susunan hierarki Pengadilan Agama secara instantional

diatur dalam pasal 6 UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Menurut pasal ini secara

instantional, lingkungan Peradilan Agama terdiri atas 2 tingkatan yaitu :

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 50 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Pengadilan tidak boleh

menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya .
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Pengadilan Agama merupakan pengadilan terbawah yang bertindak sebagai pintu gerbang
penerimaan, pemeriksaan dan pemutusan setiap perkara. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama
kedudukannya sebagai Pengadilan Tingkat Banding bertindak dan berwewenang memeriksa
apakah suatu perkara yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama merupakan hukum
yang benar.'”

Pengadilan Agama secara horisontal berkedudukan pada setiap kotamadya atau ibukota
kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan pada setiap ibukota propinsi. Susunan
horisontal dengan sendirinya merupakan penentuan batas kekuasaan daerah hukum masing-
masing pengadilan.

Daerah hukum Pengadilan Agama hanya meliputi daerah kotamadya atau kabupaten di

I . 109
mana instansi tersebut berada.

198 Roihan A Rosyid, Hukum Acara..., 106
109 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993),
114



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANGIL PASURUAN

TAHUN 2009

HAKIM

d  Drs. H. Sarmin, SH
Jd  H. Moh. Yasin, SH
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PROFIL KETUA MAJLIS HAKIM DALAM PERKARA
0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl
NAMA :Hj. Sri Astutik. S.H
Alamat : Jl. L Bra No 11 Skarjangan Sidoarjo
Surabaya.
TTL : 31 Desember 1948

AGAMA :Islam

NO. RIWAYAT PENDIDIKAN TAHUN
1. SD -
2. Pesantren Bangil -
3. TAIN Surabaya -
4. Instention UNDAR -

NO. RIWAYAT PEKERJAAN TAHUN
1. | Capek Pengadilan Agama Gresik 1979
2. | PNS Pengadilan Agama Gresik 1980
3. | PANMUT Permohonan Pengadilan Agama Gresik 1983
4. | Wakil Ketua (WAKA) Pengadilan Agama Kraksan 1984
5. | Hakim Pengadilan Agama Mojokerto 1991-2004
6. | Hakim Pengadilan Agama Kepanjen 2004
7. | Wakil Ketua (WAKA) Pengadilan Agama Bangil Pasuruan 2006-2009
8. | Ketua Pengadilan Agama Madiun 2009

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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B. Anatomi Putusan Peengadilan Agama Bangil Perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.
1. Struktur Putusan
a. Bagian Kepala Putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN, garis bawah dari kata itu adalah nomor putusan, yaitu
nomor urut pendaftaran perkara diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara, seperti pada
kasus nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

Baris selanjutnya tulisan huruf besar semua yang berbunyi
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, seperti dalam pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.
Baris dibawah lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA, seperti dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970
dan pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.

a) Nama Pengadilan Agama yang memutuskan dan jenis perkara.

Dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutus yang
sekaligus yang disertai penyebutkan jenis perkara, seperti dalam putusan Pengadilan Agama
Bangil perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tertulis “Pengadilan Agama Bangil yang
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara“.

b) Identitas Pihak-pihak

Identitas para pihak meliputi identitas penggugat dan tergugat mencakup (nama, bin/binti,
umur, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat). Selain itu identitas
para pihak di pisah dengan tulisan “berlawan dengan/melawan®. Dalam putusan Pengadilan

Agama Bangil perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tertulis:
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“MUNAWARO binti PONIMAN, umur 23, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat
kediaman di Dusun Pilangsari RT.04/RW.10 Desa Beji Kec. Beji Kab.
Pasuruan, selanjutnya disebut
PENGGUGAT ..ottt

MELAWAN

MOCHAMMAD GHOFAR bin MOCHAMMAD DAKIM, umur 23 tahun, agama islam,
pekerjaan tidak kerja, bertempat kediaman di Dusun Bengkok RT.04/RW.8
Desa Beji Kec. Beji Kab. Pasu ruan, selanjutnya disebut
TERGUGAT.......coooiiiiniiiicnieeeee,

c¢) Duduk perkaranya

Duduk perkaranya adalah bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 24
April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji
Kabupaten Pasuruan dengan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/29/1V/2006
tanggal 24 April 2006. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang
tua Penggugat selama kurang lebih 1 hari dan telah dikaruniai seorang anak bernama bernama
“Lailatul Qomariyah umur 19 bulan®.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia akan tetapi
kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena sebelum pernikahan Penggugat telah hamil 4 bulan dengan Tergugat. 1 hari setelah
pernikahan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah. Akibatnya antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sulit

dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sudah sulit tercapai. Maka
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untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat
di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.
d) Tentang pertimbangan hukum dan dasar hukumnya

Atas gugatan tertanggal 30 Januari 2008 tersebut dengan nomor perkara
0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl. oleh Majelis Hakim diputuskan dengan:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang
menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduannya,
tetapi tidak berhasil. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti tertulis dan beberapa orang saksi yang telah dihadapkan dipersidangan.

Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di
atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar
hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat cukup tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dari usaha
Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan tetati tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu
antara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
rukun kembali dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat dikabulkan.
e) Dictum atau Amar Putusan
Bagian ini didahului oleh kata “MENGADILI" yang diletakkan ditengah-tengah, dalam
barisan tersendiri, semua dengan huruf besar.
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talaq satu Tergugat (MOCHAMMAD GHOFAR bin MOHAMMAD
DAKIM) kepada Penggugat (MUNAWARAH binti PONIMAN);

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputu tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

f) Bagian Kaki Putusan
Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan
tanggal 4 Robiul Awal 1429 H., oleh kami Hj. Sri Astuti, S.H. sebagai Hakim Ketua, H.Moh
Yasin, S.H. dan Dra. Sriyani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
anggota, Sutadji, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula
oleh Penggugat dan Tergugat.

g) Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta Perincian biaya.
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Semua Hakim dan Panitera sidang harus bertanda tangan. Akan tetapi pada salinan
putusan, Hakim dan Panitera hanya “ttd* atau “tdo‘‘(ditanda tangani oleh). Seperti dalam
putusan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl, sebelah kiri terdapat tanda tangan Hakim
Anggota (H.Moh Yasin, S.H. dan Dra. Sriyani) dan disebelah kanan terdapat tanda tangan
Hakim Ketua (Hj. Sri Astuti, S.H), selanjutnya dibawah tanda tangan Hakim Ketua dan Anggota
terdapat tanda tangan Panitera Pengganti (Sutadji, S.H).

Perincian biaya perkara disini ialah perincian biaya yang tercantum dibagian kiri bawah
dari putusan, bukan yang tercantum pada diktum amar putusan.

C. Analisa Data
1. Metode Penetapan Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl).

Untuk para hakim di Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum, kebenaran dan
keadilan dilengketkan ciri yang lebih khusus dari apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) UU
No. 14 tahun 1970. Jika dalam ketentuan pasal ikatan bathiniah hakim dalam melaksanakan
fungsi dan kewenangan peradilan, digantungkan secara umum kepada “Tuhan Yang Maha Esa”
dalam rumusan kalimat “Dengan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepada
para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, ciri bathiniah diberi lebel jelas dan tegas, yakni
ciri lebel berdasarkan Ketauhidan Islam, dengan menempatkan kalimat “BASMALAH”
mendahului kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, posisi hukum Islam tetap paling utama dalam setiap putusan hukum para
hakim di Pengadilan Agama. Jadi putusannyapun tetap berdasarkan ketentuan menurut hukum

islam. Namun jika kekosongan dan tidak didapatkannya putusan yang ada di hukum positif,
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maka hakim disini mempunyai otoritas penuh dalam menetapkan putusan yakni dengan salah
satu cara yaitu dengan ijtihad.

Dalam hal perceraian selama gugatan bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkrit,
artinya ada saksi, keduannya hadir maka perkara itu tidak menggunakan ijtihad melainkan
dengan menerapkan Undang-undang yang berlaku dipengadilan tersebut. Memang benar
perkara perceraian jarang sekali diputuskan dengan ijtihad, karena melihat alasan-alasan
yang di]allj(')ukan, lain halnya kalau alasan yang diajukan tentang nafkah itu baru menggunakan
ijtihad.

Ijtihad (menciptakan hukum) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil jarang
digunakan, karena hampir seluruh perkara perceraian yang ada di PA Bangil bisa diputuskan
dengan Undang-undang yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, bahkan yang sering
menggunakan ijtithad adalah perkara waris. Karna kalau dilihat dari penyebab perceraian itu
sendiri salah satunya dalam hal ekonomi dan perselisihan yang berkepanjangan.’

Ijtihad adalah Pengerahan segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang
sesuatu dari hukum syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.

Sedangkan menurut Ibn Al-Humam, Ijtihad ialah
(b oo oS (Juanh 8l (e A8 I

“Pengerahan kemampuan ahli fikih untuk menemukan hukum syari’at yang bersifat zhanni™'"?

Hakim disini mempunyai peranan penting dalam menetapkan putusan jika tidak ditemui hukum yang
ada di dalam menetapkan putusan terhadap perkara yang dihadapi, maka salah satu cara yang dapat di
tempuh adalah ijtihad. Begitu juga di Pengadilan Agama Bangil jika seorang hakim tidak bisa
memutuskan suatu perkara dengan undang-undang yang berlaku dilingkungan pengadilan, maka
seorang hakim Pengadilan Agama Bangil wajib mengerahkan segala kemampuan untuk menggali
hukum baru yakni dengan ijtihad.""?

Seorang hakim jika memutuskan / menetapkan sebuah hukum yang tidak ada dalam undang-undang
yang sudah berlaku di Pengadilan Agama Bangil itu sendiri, maka seorang hakim wajib untuk
berijtihad. Ijtihad itu menemukan hukum, sedangkan dalam menemukan hukum di Pengadilan Agama
Bangil ini menggunakan metode maslahah mursalah .'"*

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia sesuai dengan

19 Sri Astutik, wawancara (Bangil 28 Oktober 2009).

"Sriyani, wawancara (Bangil, 17 juli 2009).

12 Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan Dan Keindonesiaan (Mizan, 1987), Cet . I, 172-173.
'3 Moh. Yasin, wawancara (Bangil, 17 juli 2009).

"Sarmin, wawancara (Bangil, 17 juli 2009).
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tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Maslahah mursalah disini menggunakan maslahah yang
mu’tabarah (yang diterima) ialah maslahah-mursalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima
jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan agama

2. Keselamatan jiwa

3. Keselamatan akal

4. Keselamatan keluarga dan keturunan

5. Keselamatan harta benda

Kelima jaminan dasar ini merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia
dapat hidup aman dan sejahtera.

Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafazhah ala an-nafsi) yaitu jaminan keselamatan atas hak
hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini
ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.
Mengenai yang terakhir ini meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir/
mrengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal, dsb.

Jaminan keselamatan akal (al-Muhafazhah ala al-Aqli) yaitu terjaminnya akal fikiran dari
kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna ditengah masyarakat,
sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-Muhafazhah ala an-Nasl) yaitu jaminan
kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti

maupun agamannya.
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Jaminan keselamatan harta benda (al-Muhafazhah ala al-Mal) yaitu jaminan dengan
meningkatkan kekayaan proporsional melalui cara yang halal bukan mendominasi kehidupan
perekonomian dengan cara yang dzalim dan curang.

Jaminan keselamatan agama (al-Muhafazhah ala al-Din) yaitu dengan menghindarkan
timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan
perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Allah berfirman :

P

LB el 3

-

- W

EN

i

i A\
J

Y

}?a
!..JJ

“

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar” (QS. Al-Baqarah : 256).

2. Model Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor

0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl).

Dalam penyelesaian perkara para hakim harus mengkajinya terlebih dahulu, terutama yang
bersangkutan dengan perkara yang dilakukan dengan ijtthad. Memang masih minim perkara
yang diputuskan melalui ijtihad, tetapi bukan berarti tidak ada, hampir dari semua perkara yang
masuk ke Pengadilan Agama Bangil semuanya dapat diputuskan melalui Undang-undang yang
berlaku, dalam hal ini KHI dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam hal memutuskan suatu perkara hakim memiliki hak mutlak untuk memutuskan suatu
pekara. Jika perkara itu bisa diputuskan melalui Undang-undang yang sudah ada, dalam hal ini
KHI atau Undang-undang yang menjadi dasar rujukan para hakim untuk memutuskan suatu
perkara, maka perkara itu dapat diputuskan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lain halnya jika

perkara itu tidak dapat diputuskan karena Undang-undang belum membahas tentang perkara itu,
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maka jalan yang harus dilakukan hakim Pengadilan Agama Bangil adalah dengan metode ijtihad
(menciptakan hukum).

Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum tidak ada, hakim sebagai
ulama’ untuk menciptakan hukum jika dalam KHI dan Undang-undang tidak disebutkan.'"

[jtihad adalah jalan terakhir jika suatu perkara itu tidak dapat diputuskan dengan Undang-
undang yang ada, akan tetapi para hakim tidak seenaknya untuk memutuskannya begitu saja,
tentunya dengan pertimbangan yang benar-benar matang dan dipikirkan dengan seksama.

Seorang hakim di ibaratkan sebagai ulama’, yang dimana bertugas untuk menemukan hukum dalam
memutuskan perkara jika tidak ada dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di Pengadilan
Agama itu sendiri. Dalam hal menemukan hukum, hakim pengadilan agama bangil menggunakan
model ijtihad jama’i (kolektif).''®

Ijtihad kolektif adalah sebuah upaya optimal dari ahli fikih untuk sampai pada hipotesa
terhadap hukum syari’at dengan cara menyimpulkan dan telah mencapai kesepakatan mereka
semua untuk menentukan suatu hukum. Dalam artian bahwa hukum yang dilahirkan ijtihad
kolektif harus merupakan keputusan yang sudah melewati tahap musyawarah, tukar pendapat
para ulama/hakim yang terlibat, analisa dan perdebatan pendapat-pendapat yang ada dengan
memusyawarahkarmya.l 1

Ijtihad kolektif memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membuat tasyri’ yang islami,
ijtihad ini juga lebih memiliki unsur kecermatan dan akurasi dari pada ijtihad individu. Selain itu,
ijtihad kolektif merupakan jalan terbaik untuk menyeragamkan sistem perundang-undangan bagi
ummat manusia. Kolektivitas dalam ijtihad akan membenarkan adagium saling membantu antara

dua tangan dalam berijtihad dan membenarkan adagium lain untuk saling membantu dalam

mempelajari permasalahan yang akan di ijtihadkan.'"®

"5 Moh. Yasin, wawancara (Bangil, 17 juli 2009).

"°Sarmin, wawancara (Bangil, 17 Juli 2009).

"7 yusuf al-Qardhawi, Al-Ijtihad fi Asyari’ah al-Islamiyyah (Bairut : Dar al-Qalam, 1406), cet 1, 184
18 Abdul Majid Asy-Syarafi, Ijtihad Kolektif (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002), 54
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Di Pengadilan Agama Bangil ketika menghadapi perkara yang tidak bisa diputuskan dengan undang-
undang yang berlaku, hakim boleh berijtihad, dan yang sering digunakan dalam berijtihad adalah
menggunakan metode maslahah mursalah dan jama’l (kolektif). Akan tetapi dalam perkara No
0137/Pdt.G/2008 ini bisa diputuskan dengan KHI/undang-undang yang berlaku, sehingga hakim
disini hanya mengesahkan teks-teks (undang-undang) yang sudang ada (logic of justtification), tidak
menemukan penemuan baru (logic of discovery).'”

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan
berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan
main sesuai aturan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga
berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan
diterapkan.

Secara objektif dan realistis hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan mengadili
perkara, selalu menghadapi keadaan kontroversi. Dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun
1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur pada pasal 16 ayat (1)
UU No.4 Tahun 2004, mengariskan bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk
memeriksa perkara yang diajukan kepadannya atas alasan hukum tidak mengatur atau aturannya
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutusnya.

Hakim sebagai ulama’ untuk menciptakan hukum jika mengalami kekosongan hukum dan
jika dalam KHI dan Undang-undang tidak disebutkan, maka hakim mempunyai hak
penuh/mutlak untuk melakukan ijtihad.

Ijtihad adalah jalan alternatif bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara jika
perkara tersebut tidak dapat diputuskan melalui ketentuan Undang-Undang yang berlaku, islam
sangat menganjurkan untuk melakukan ijtihad, karena dengan demikian dalam suatu hal tertentu

para hakim dapat mengatasi problematika yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zaman.

9 Sri Astutik, wawancara (Bangil 28 Oktober 2009).
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Dalam memutuskan perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tentang cerai gugat, dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka hakim tidak memutuskan dengan
ijjtihad, melainkan dengan undang-undang yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama
Bangil, dengan mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo
pasal 116 huruf (f) KHI. Artinya dalam perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl hakim pengadilan
Agama Bangil tidak memutuskan perkara dengan maslahah mursalah dan model ijtihad jama’l
(kolektif), dengan demikian hakim disini hanya mengesahkan teks-teks (undang-undang) yang
sudang ada (logic of justtification), tidak menemukan penemuan baru (logic of discovery) atau

tidak juga menggunakan logika penggulangan (logic of repeatation).



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap data yang diperoleh serta mengkomparasikannya dengan
beberapa literature yang didapatkan pada waktu melakukan studi kepustakaan, maka peneliti
mempunyai dua kesimpulan konkret yang merupakan fokus dalam penelitian ini. Adapun
kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara seorang hakim dapat melakukan ijtihad jika perkara tersebut
tidak dapat diputuskan dengan undang-undang yang ada di Pengadilan Agama Bangil.
[jtihad (menciptakan hukum) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil
jarang digunakan, karna hampir seluruh perkara perceraian yang ada di PA Bangil bisa
diputuskan dengan Undang-undang yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama,

bahkan yang sering menggunakan ijtihad adalah perkara waris. Dalam hal ini metode
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ijjtihad yang sering dipakai hakim memutuskan perkara perceraian adalah dengan

menggunakan metode Maslahah Mursalah. Akan tetapi pada perkara Nomor

0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tentang perceraian, hakim tidak memutuskan dengan
menggunakan ijtihad tetapi dengan menggunkan undang-undang yang berlaku
dilingkungan pengadilan Agama Bangil.

2. Model ijtihad yang dipakai hakim dalam perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl,
menggunakan model ijtihad jama’i (kolektif), jika perkara tersebut tidak bisa diputuskan
dengan undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama Bangil, akan tetapi dalam
perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl bisa diputuskan dengan undang-undang yang
ada di Pengadilan Agama Bangil. ijtihad jama’i ini juga jarang dipakai dalam perkara
perceraian, hanya pada perkara-perkara tertentu. Ushul fikih inilah yang menjadi metode
pertama bagi para hakim untuk menetapkan keputusan hukum jika tidak diputuskan
melalui ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl hakim pengadilan Agama Bangil tidak
memutuskan perkara ini dengan menggunakan ijtihad dengan metode maslahah mursalah dan
model ijtihad jama’l (kolektif), dengan demikian hakim disini hanya mengesahkan teks-teks
(undang-undang) yang sudang ada (logic of justtification), tidak menemukan penemuan baru

(logic of discovery) atau tidak juga menggunakan logika penggulangan (logic of repeatation).

B. SARAN

1. Seorang hakim harus menguasai dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-
rumusan kaidah fighiyyah dan kaidah ushuliyyah, karena jika seorang hakim

mengalami kekosongan hukum, bisa menciptakan hukum sendiri.
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2. Hakim juga harus memahami maqasyid as-syari’ah, karena maqasyid as-syari’ah itu
merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai lewat pelaksanaan hukum-hukum islam.

3. Bagi sarjana hukum, baik hukum islam maupun sarjana hokum, khususnya Seorang
hakim harus bisa menguasai bahasa arab secara benar, karena bahasa yang digunakan

dalam kaidah fighiyyah maupun ushulliyyah adalah bahasa arab.
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PUTUSAN
Nomor: 0137/dt.G/2008/PA. Bgl.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL yang mengadili perkara tertentu dalam

tingkat pertena telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkera cerai gugat

antara; ---------- -emmm -wm

MUNAWARO binti PONIMAN, umur 23 tahun, agama I[slam, pekerjaan Tidak kerja,
bertempat kediaman di Dusun Pilangsari RT.04 RW. 10 Desa Beji

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya  disebut
PENGGUGAT; - ' 3

MELAWAN

MOCHAMAD GHOFAR bin MOCHAMAD DAKIM, umur 23 (alum, agama Islam,
Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di Dusun Bengok

RT.04 RW. 08 Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang

ol | o 1 Ry gy e
setaijiinya disc bl TERGUGAT, —rmmremeemeeee

- Pengadian Agama tersChut; —mmmmme oo

- Setelah membaca surat-surat perkara; - .

- Setelah mendengar kedua oelah pihak yang berpekara dan saksi-saksi keluarga di

L B e e — ==z

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertangaal 30 Januari

2008 yarg didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil di bawah Nomor:

0137/Pdt.5/2008/PA.Bgl bermaksud menggugat cerai Tergugat berdasarkan dalil-dalil

sebagai berikut:

° Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 24
April 2006 sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor
123/29/1V/2006 tanggal 24 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kanior Urusan Agama
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. e
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BAhwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri

-
e -\.-f.,. déﬂlgan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama
wrang lebih | hari dan telah dikaruniai seorang anak bernama :1. Lailatul Qomariyah,

4 ’,fti'rnﬁr 19 bulan;. o

“Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia,

tetapi sckarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. - —eseeee e
¢ Bahwa perselisithan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena sehelum pernikahan
Penggugat telah hamul 4 bulan dengan Tergugat, | hari setelah pernikahan Tergugat telah

meninggalkan Penggugat dari rumah:. --

¢ Bahwa akibat dari terjadinya persclisihan dan pertengkaran tersebut kini antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 1
tahun 9 bulan, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat
tingeal di rumah-erang (WA Terpupat. —--smmecemiocseccst et fo0

¢ Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak berusaha mengajak rukun
Penggugat.- oo BB L W&

* Bahwa perkawinan (nimab tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk
dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sudah sulit
tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud
menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil, ----—---emee-

* Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini, =-e--seeemeeemeeeesesmcmermceamemmmeeeens

¢ Hahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agarna Bangil agar menjuuhkan putisan yang amamya sebagai herikut: —--—---

Primer :

I \Mengﬂbulkan CUZALAN PN AL~ mm e e m e e

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (MOCHAMAD GHOFAR bin MOCHAMAD
DAKIM) terhadap Penggugat (MUNAWARO binti PONIMAN),

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. --—----—emme--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat
yang 1sinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.
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Menimbang, bahwa terhadap pgugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan

aban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, ---m-eseesememmaeee-

A B f 7 Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah
-{,f.f{mngajukun bukti foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/29/IV/2006 tanggal 24

& i 5 e . L
== April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten

Pasuruan (P. 1)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi keluarga
Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bemama:

SYAFTAH bintt SUMAWI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun

Pilangsan RT.04 RW. 10 Desa Beji Kecanmatan Beji Kabupaten Pasuruan;, yang di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagali berikut;

¢ Bahwa Saksi mengenal Pengpugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu

| S by v SR sy (1 e o e IR R S i SRR R L R Y
¢ Babhwa antara Pengpugar dan Tergugat adalah Suami [SUF] --=-=-c=ecemmcaimame ol
° Bahwa Saksi mengetahui keadaan Pengpugat dan Terpugat dimana semula

mereka hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 hari dan telah dik~runiai
seoranp anak karena haml sebelum nikah tetapi sekarang mereka tclah
berpisan tempat kediaman selama £ 2 (@hun, se-ccmcmcommmmmo oo

¢ Bahwa sectelah perkawinan mendapat | hari Tergugat telah meninggalkan
Penggugat disebabkan karena Penggugat telal hamil 4 bulan,-—----cesoacabe oo

¢ Bahwa selama terjadi perpisahan tempal kediaman, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagai suami isteri;--=-----=----

e, Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapt tidak
berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. M. HAKIM bin KARIMUN, umur 50 tahun, agama [slam, pekerjaan tani, tempat kediaman di
Dusun Bengok, Desa Beji, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;, yang di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: T ———

¢ Baliwa Saksi mengenal Penggugal dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tergugat. --

¢ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

¢ Bahwa Saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat dimana semula mereka
hidup rukun sebagai suami isteri selama | hari dan telah hamil di luar nikah tetapi
sekarang mereka telah berpisah tempat kediaman selama + 2 bulan
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Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat

3} karena kecclekaan atas banyak orang dan Penggugat telah hamil 4 bulan sehingga
setelah nikah tidak pernah rukun -----

Bahwa selama terjadi perpisahan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat

/ " sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagai suami isteri: —--
* Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan
sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan,
bahwa keduanya tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan mohon agar
perkaranya segera diputuskan, =seeeeee oo

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, MajeILs/"'

Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. —----
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan (ujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
diuraikan di atas. -=-=ssssemeememmmmmmmmee

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil,
dan telah diajuian sesuai dengan keiontuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapatditerimar =

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta
Nikah Nomor 123/29/1V/2006 tanggal 24 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, tebukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, —------ -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pinak
agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat di dasarkan atas alasan
telah terjadi perselisihan dan perteng,karan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf (f )Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkaranya, terhadap

Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya

. P FN _‘-f\/ienimlmng, bahwa scsuar ketentuan pasal 76 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7
i -'I"a‘;htm 1989 tentang Peradilan Apama, di dalam sidang telah didengar keterangan saksi
Keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, di mana isi
keterangannya pada pokoknya memperkuat dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat

serta telah berusuha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Dan saksi juga

telah menyatakan tidak sanggup mendamaikan kembali kedua belah pihak. -

Memmbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi
Keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis
Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut; ----ceeee--

I. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman yang sampai
gpug g Jadr | p yang P

sekarang sudah berlangsung kurang lebih | tahun 9 bulan dan selama berpisah Pengpugat

dan Tergugat tidak berusaha untuk rukun kembali. ---- = = L.

o

Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu perscelisihan dan pertengkaran karena sebelum pernikahan
Penggugat telah hamil 4 bulan dengan Tergugat, 1 hari setelah pernikahan Tergugat telah

meninggalkan Penggugat dari rumah;, --~eeemeeeemee—eee .

3. Bahwa saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah
berusaha mendamaikan kedua beizin pihas tctapi iidak berhzzil dan tidak sanggup

mendamaikan kembali. ----- A

~

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan
Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tzhun
1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan setelah mendengar keterangan saksi
tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari
keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakam.
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™~ \ Menimbang, bahwa Majclis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran
oo 2 W
P2 7: ﬁ a Penggugat dan Tergugat cukup tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti

Vo juqdha Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan kembali tetapi tidak

N
{? cr, asil, maka Majelis Hakim tidak mengangkat hakam dalam perkara ini. se-sceememcmecccacoanaas
Maennmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan paszl 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
[slam (KHI), yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga, karenanya

gugatan Pengugat dikabulkan. ---------vemvmmmmceeaee o i SR

Menmbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
dan kepada Pegawal Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat dilangsungkan, guna didaflarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. --=----—---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah dirubah denpan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Pengpugat, ~--e---emmemomomoeeeeaeeee =4

o0

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini. ---- o

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat; -=--------eece=eeueme ---
2. Menjatuhkan talak satu  Tergugat (MOCHAMAD GHOFAR bin MOCHAMAD
DAKIM) kepada Penggugat (MUNAWARO binti PONIMAN) ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna
didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:
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\4; Wembebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000.-
"2 \ 'j; eratus dua puluh enam ribu rupiah).

ijmklan diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008 Masem

’) gu;bépatan dengan dngsfal 4 Rabinl Awal 1429 Hijriyah., oleh kami H_] SRI ASTUTTI, SH
--—-a-’§’;bm.ln Hakim Ketua, H. MOH. YASIN, S.H. dan Dra. ‘SRIYAN[, masing-masing
sebagar Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh i"inks’ﬁx—hakim Angpota, SUTADJI, S.H.,

sebagal Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pf‘ng,guz,at
pdl’l_lbrgllgdl

| Hakim Ak gota BE2g,  Hakim Ketua,
M o /2:. N X ; -

ASIN, S.H. Hj. SRI ASTUTI, S.H

S

2. Dra. SRIYANI

Panitera Pengganti

A

sx IAl)Il S.H.

F

Rincian Biaya Perkara ;

I Panggilan : Rp. 120.000,-
2. Meteraj L URp. 65000
Jumlah © Rp. 126.000.-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



